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ABSTRAK

Nama : Stephanie Maria Hasan
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembuatan Akta Notaris Yang Memuat Keterangan Palsu

(Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor
01/B/Mj.PPN/2005)

Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk
dan tata cara yang dltetapkan dal § dang Undang. Jika Akta tidak di buat

pelanggaran ya ! ‘ atannya. Kasus yang
dianalisis dala P ankan pa yuat Akta Notaris

Katakun
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ABSTRACT
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Study Program : Master of Notary
Title . Preparation of Deed Description The Contains False (Case
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01/B/Mj.PPN/2005)

Notarial deed is an authentic deed thar[ is made in front of a Notary according to
the form and procedure asr it.is not made according to the form
and procedure regulated b ' tic. Although notary is

ivi ' case analyzed in this
] based on fase
e, Based on this
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengupayakan
tegaknya supremasi Hukum. Prinsip dari Negara Hukum adalah menghendaki
segala tindakan atau perbuatan .agar mempunyaindasar Hukum yang jelas bak
berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum/dan Negara harus dilihat sebagal hubungan timbal balik. Secara
sederhana, jyang dimaksud _dengan . hukumsmenurut. SM. Amin, S.H. adalah
kumpul antkumpulan pératuran yang terdiri‘dari norma dan sanksi-sanksi.! Hukum
diharapkan bersifat progresif yang berarti bahwa hukum_hendaknya mampu
mengikuti. perkembangan zaman:

Mengikuti perkembangan zaman dengan segala dasar. di- dalamnya, berarti
mampu melayani masyarakatr dengan menyandarkan, kepada aspek moralitas
sumber daya manusia_penegak=Hukum. itu“sendiri. Salah satu pekerjaan yang
berkaitan erat dengan Hukum;yaitu Notaris.

Keberadaan Lembaga Kenotariatan.di Indonesia pada awalnya ada pada
zaman penjgahan Belanda yang saat itu menjgjah Indonesia untuk menciptakan
alat bukti tertulis berupa Akta Otentik di bidang perdagangan. Dewasa ini,
Lembaga Kenotariatan semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan
suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu peristiwa Hukum yang
berkenaan dengan hukum sehari-hari. Akta Otentik memiliki kekuatan Hukum
kuat karena merupakan alat pembuktian yang sempurna.

Notaris menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah, dalam hal ini
Negara, di mana Negara memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk
menjalankan sebagian urusan Negara, khususnya di bidang Hukum Perdata.
Keberadaan Notaris diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan
hukum berupa pelayanan serta penyuluhan Hukum untuk membuat alat bukti

otentik sehingga melindungi kepentingan Hukum masyarakat.

1 J.B. Daliyo, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Prenhallindo, 2001), HIm. 29.

1 Universitas Indonesia
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Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya dalam penulisan ini akan
disebut UUJIN. Dengan diundangkannya UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004,
maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan Staatblad 1860 Nomor
3 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860, menjadi tidak berlaku lagi,

Definisi Pasal 1 UUJN, Notaris adalah Pgabat Umum yang berwenang
untuk membuat Akta Otentik dan mempunyai Kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan pembuatan A kta Notaris yang dibuat oleh Notaris tercermin
daam Pasal 15 ayat (1), UUJN,yang menyatakan. bahwa, Notaris berwenang
membuat akta ‘otentik mengenaisemua jperbuatan, “perjanjian, /ketetapan yang
diharuskan,oleh peraturan perundang-undangan dan / ataw, yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk-dinyatakan dalam ‘Akta Otentik, menjamin kepastian
tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuaitu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat |ain atau orang lain yangditetapkan oleh Undang-Wndang.

Jadi Notarisyadalah satusatunya. Pejabat-Wmum.yang khusus dan diberi
wewenang untuk membuat-Akta Notaris sepanjang pembuatan akta tersebut tidak
dikecualikan kepada Pejabat laif yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan Notaris meliputi :
. Sepanjang menyangkut Akta yang harus dibuat.
. Sepanjang mengenal Subjek Hukum (Orang dan Badan Hukum).
. Sepanjang berwenang mengenai tempat di mana Aktaitu dibuat.

A W DN PP

. Sepanjang mengenai waktu pembuatan Akta tersebut.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas
Notaris. Notaris merupakan salah satu jabatan yang memegang peranan sangat
penting. Penting karena Notaris merupakan Pgjabat Umum yang melaksanakan
sebagian fungsi publik dan Negara, khusus di dalam bidang Hukum Perdata.
Pgjabat Umum disini adalah seseorang yang diangkat oleh Penguasa Umum
(Departemen Hukum dan HAM) yang ditugaskan untuk membuat Akta Otentik.
Pada hakekatnya, Notaris harus memahami dan mematuhi semua peraturan

perundang-undangan yang berlaku, karena jabatan Notaris merupakan pekerjaan

Pembuatan akta..., Stephanie Maria Hasan, FHUI, 284@iversitas Indonesia



individual di mana dibutuhkan kepercayaan dan moral dalam melaksanakan
jabatannya.

Menurut Izenic, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok utama, yaitu :

1. Notariat Functionnel, dadam mana wewenang-wewenang pemerintah
didelegasikan (gedelegeerd), dan demikian diduga mempunyai kebenaran
isinya mempunyai kekuatan bukti forma dan mempunyai daya / kekuatan
eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam / bentuk Notariat seperti
ini terdapat pemisahan yang keras antara “wettelijke” dan “niet wettelijke
werzaamheden”,  yaitu pekerjaan-perkerjaan yang berdasarkan Undang-
Undang/ Hukum dan yang tidak /. bukan dalam Notariat.

2. Notariat ‘Professionel, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur
tentang organisasinya, tetapi Akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat
akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan
eksekutorialnya.

Akta Otentik /mertpakantalat bukti terkuat daniterpenuh yang mempunyai
peran penting dalamssetiap hubungan. hukum-dalam kehidupan masyarakat. Akta
Otentik pada hakekatnya memuat /kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil,
maupun materiil (Uitwendige, formieleren’materiele bewijskracht).

Definisi dari ‘Akta’ adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat
untuk dipergunakan sebagal bukti. Sedangkan definisi dari ‘tulisan’ adalah
pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat sebagai bukti.

Alat Bukti Tertulis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Akta Otentik dan Akta di
Bawah Tangan.

Beberapa pengertian Akta Otentik :

1. Suatu Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-undang ol eh atau dihadapan Pegjabat Umum yang berwenang untuk itu
di tempat Akta dibuat.*

%2 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), Him. 8.

® G.H.S. Lumban Tobing, S.H, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1999),
Him. 51-52.

4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1868.
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2. Akta Otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat
Umum, yang menurut peraturan per Undang-undangan yang berwenang
membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai aat bukti
tentang peristiwa atau peristiwa Hukum yang tercantum di dalamnya.®

Sedangkan Akta di Bawah Tangan adalah Akta yang sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pegjabat jadi hanya antara
para pihak yang berkepentingan sgja. Diatur daam Pasal 1875 KUHPerdata,
bahwa suatu tulisan di bawahtangan yang diakui‘oleh orang terhadap siapatulisan
itu hendak dipakai fatau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap
sebagai diakui,/memberikan terhadap.orang-orang yang menandatanganinya serta
para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti
yang sempurna seperti‘suatu akta otentik, dan'demikian pulaberlakudah ketentuan
Pasal 1871 KUHPerdata untuk tulisan itu. Isi dari Pasal 1871 KUHPerdata, yaitu
suatu Akta Otentik namunlah tidak memberikan, bukti yang sempurna tentang apa
yang termuat di dalamnya sebagal suatu penuturan bel aka selain sekedar apa yang
dituturkan itu ada hubungan<langsung dengan pokok. isi. Akta. Jika apa yang
termuat di situ sebaga suaturpenuturan. belakartidak ada hubungan langsung
dengan pokok isi Akta,.maka 1tu hanya “dapat.berguna sebagai permulaan
pembuktian dengan tulisan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UUJN, Akta Notaris adalah Akta Otentik yang
dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.

Jenis Akta dapat dibedakan menjadi :

1. AktaPihak atau Akta Partai (partij akten).

Akta Partai adalah suatu Akta di mana Notaris hanya memasukan keterangan
atau kehendak para Penghadap dalam Akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris
dibebaskan dari tanggung jawabnya jika di kemuadian hari ternyata keterangan
yang diberikan para pihak yang menghadap Notaris tersebut tidak benar
adanya. Dalam Akta ini, Notaris menjamin bahwa penghadap benar
menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam Akta, namun Notaris tidak

® Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal
101 huruf a.
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menjamin bahwa apa yang dikatakan oleh Penghadap tersebut adalah
merupakan suatu hal yang benar. Dalam Akta Partai harus terdapat tanda
tangan para pihak yang bersangkutan, jika tidak maka Akta tersebut akan
kehilangan sifat Otentiknya. Atau setidak-tidaknya di dalam Akta tersebut
diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya Akta tersebut
oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Misalnya jika para pihak atau
sdah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh, harus dibuat oleh
keterangan Notaris yang' bersangkutan »dalam, Akta tersebut yang dapat
dijadikan sebagai/ganti dari tanda tangan (surrogaat tanda tangan).
2. Akta Pejabat ataur Akta Relaas,(ambtelijke akten).

Akta Relaas adalah suatu Akta.yang dibuat. oleh Notaris yang contohnya
berupa berita acara tentang ‘suatu kejadian yang ‘dilihat atau didengar oleh
Notaris sendiri. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawvab penuh.terhadap isi
Akta yang dibuatnya. Misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham atas suatu Perseroan Terbatas. Dalam Akta ini, jpembacaan Akta dan
tanda tangan bukansmerupakan keharusan dalammembuktikan sifat otentik
Akta tersebutamApabila peserta-peserta yangrmenghadiri rapat sudah terlebih
dahulu meninggakan ruangan sebelum menandatangani Akta tersebut, maka
Notaris cukup menerangkan dalam+haltersebut dalam Akta yang dibuatnya
pada bagian akhir Akta, dan Akta yang dibuatnya tetap merupakan Akta
Otentik. Jika kemudian hari diketahui bahwa apa yang ditulis dalam Akta
tersebut tidak sesuai dengan keadian yang sebenarnya, maka Notaris
bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan tersebut baik secara Perdata
maupun Pidana.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Akta Relaas, akan
tetapi bisamenjadi Akta Partai jika ada salah satu peserta Rapat yang diberi Kuasa
untuk menerangkan mengenai kejadian Rapat tersebut kepada Notaris. Bilamana
peserta yang diberi Kuasa tersebut tidak memberikan keterangan yang sebenarnya
mengenai Rapat tersebut, maka Notaris tidak dapat digugat memberikan
keterangan palsu. Namun bila RUPS yang dibuat Notaris tidak sesual dengan
kegadian Rapat yang sesungguhmya, maka Notaris tersebut bisa dikategorikan

memberikan K eterangan Pal su.
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Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas Akta Notaris
juga merupakan dasar legalitas eksistens Akta Notaris, dengan syarat-syarat
berikut : ©
1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang
Pejabat Umum.

2. Aktaitu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Pgjabat Umum oleh — atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Notaris sebagal Pejabat Umum selain berkewajiban, untuk membuat Akta
Otentik, juga bertugas untuk memberikan’penjelasanmengenai. Undang-Undang
yang berlaku terkait dengan_halhtersebut kepada prhak-pihak yang berkenaan
dengan kewajiban kehati-hatian seorang Notaris dalam melaksanakan Jabatannya
untuk membuat Akta agar ‘tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum yang
mengakibatkan Notaris dikenaimsanksi administratif oleh Menteri Hukum dan
HAM karena Notaris harus dapat memepertanggung jawabkan Akta yang
dibuatnya kepada masyarakat..Selain dikenakan'sanksi"A dministratif, Notaris juga
bisa dikenakan sanksi.dari Hukum Positif. yang berlaku.

Tujuan dari pembuatan”Akta Otentik yang sesua dengan prosedur adalah
agar jika suatu saat terjadi persdlisihanvantara para pihak atau adanya gugatan dari
pihak lain, maka Akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat, sehingga dapat
menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam Aktatersebut.

Walaupun sudah terdapat sanksi yang dikenakan jika Notaris berbuat lalal,
tapi itu tidak menjadi jaminan. Pada pelaksanaannya tetap memungkinkan
munculnya pelanggaran atau Notaris bertindak lalai dan tidak profesioanl,
sehingga menyebabkan sebuah Akta menjadi tidak otentik dan hanya memiliki
kekuatan pembuktian seperti Akta di Bawah Tangan.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Akta
Notaris, seperti :

1. Tidak jujur atau memberikan keterangan palsu dan tidak konsisten dalam
menuliskan keadaan yang sebenarnya dalam Akta.
2. Memihak salah satu pihak dalam Perjanjian.

® Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011),
Him. 9.
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3. Membukarahasia suatu Akta yang dibuat, padahal sehatusnya dirahasiakan.

4. Menjaankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

5. Meninggakan wilayah jabatan Iebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa
alesan yang sah.

Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.

Merangkap jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha Swasta.

Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar jabatan Notaris.

© o N O

Melakukan perkerjaanslan«yang bertentangan dengan Norma Agama,
Kesusilaan atau Kepatuhan:

Menurut Pasal 16.ayat (1) huruf @ UWIN, yaitu agar dalam menjalankan
jabatannya,/ Notaris berkewajiban,bertindak 4ujur, seksama, tidak berpihak, dan
menj aga kepentingan.pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pelanggaran yang akan dibahas pada Penulisan ini, yaitu mengenai Notaris
yang memberikan keterangan tidak konsisten atau bolak balik. Salah satu contoh
Notaris yang dilaporkan atas tuduban memberikan keterangan yang tidak
konsi sten adal ah kasus Notari s Justis a' Soetandioy S:H:

Penulis memilih kasusspelanggaran Notaris di_atas untuk ditelusuri dan
diteliti, karena dengan adanya pelanggaran tersebut. akan menimbulkan banyak
kerugian terutama bagi para pihak dalam”Akta yang mempunyai kepentingan dan
itikad baik dalam pembuatan suatu Akta, tak terkecuali merugikan pula bagi
Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan Latar Belakang masalah ini, Penulis tertarik untuk
mel aksanakankan penulisan tesis dengan pembahasan mengenai “PEMBUATAN
AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI
KASUS PUTUSAN TANGGAL 20 DESEMBER 2005 NOMOR
01/B/Mj.PPN/2005)"

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Penulisan ini adalah :
1. Apasgayang dapat dikategorikan sebagai Keterangan Palsu?

Pembuatan akta..., Stephanie Maria Hasan, FHUI, 284@iversitas Indonesia



2. Bagamana sanks yang diberikan kepada Notaris yang memberikan suatu
Keterangan Palsu?

1.3. Metode Pendlitian

Daam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan Metode Penelitian
Kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian
ini dilihat dari sisi normatif,yaituterhadap keseluruhan data sekunder hukum.

Metode penélitian dilakukan untuk mendapatkan ‘data yang diperlukan
dengan cara membaca, mengutip.dan menganalisa mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan objek penelitian. ini yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
dan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Tipe penelitian hukumnya ‘adalah bersifat evaluatif yaitu penelitian yang
memberikan gambaran atau menjabarkan  Ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam penulisan'iini.

Data sekunder yang dipergunakanmel iputi

a. Bahan hukummprimerwyaitu™ bahan-bahanwhukum_yang mengikat, yaitu
peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun
internasional dan seterusnya, yang berkaitan'dengan masal ah yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder yaitu dengan menggunakan bahan Hukum yang
men;j el askan bahan Hukum primer yaitu buku-buku dan literatur-literatur.

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai
penunjang untuk mendapatkan data mengenai masal ah yang akan dibahas.

Metode andlisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan yang
disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan. Data-data yang diperoleh
kemudian dikumpulkan, diatur dan disusun untuk kemudia dilakukan pengolahan

dan menganalisis data secara kualitatif.

1.4. Sistematika Penulisan
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Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk
mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan ini, maka Penulis
menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari tiga Bab yaitu :

BAB 1 merupakan pengantar untuk memasuki Bab-bab selanjutnya yang
menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masal ah pokok. Bab ini
dibagi menjadi empat Sub Bab. Pertama mengena latar belakang
permasalahan, kedua mengenai pokok permasalahan, ketiga mengenai
metode penelitian .=- ematika penulisan.

BAB 2 mengural S50 }
kew Ku.. \\ Akta Otentik, Majelis
S Kal 1\ ('
BAB 3 ? \ ang tela sampaikan dan
an saran'y N pemba g dilakukan.
ANB

otaris, kewenangan,

O
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BAB 2
AKTA NOTARISYANG MEMUAT KETERANGAN PALSU

2.1. Sgjarah dan Pengertian Notaris
2.1.1. Sgjarah Notaris

Menurut sejarah lembaga Notariat sudah dikenal sgak abad ke sebelas dan
ke duabelas di daerah ItalialdtararDaerah inilahyang merupakan tempat asal dari
Notariat yang dinamakan Latijnse Notariat yang diangkat oleh penguasa umum
untuk kepentingan ‘masyarakat umum dan mereka-menerima uang jasa dari
masyarakat/umum pula. Kemudian, lembaga Notariat i meluas hingga ke seluruh
daratan Erepa dan masuk ke Negara-negara di_Amerika Tengah dan Amerika
Selatan melalui Spanyol.*

Ciri-ciri dari Latijnse Notariat :

1. Diangkat oleh penguasa umum.
2. Untuk kepentingan umum:
3. Menerima uangjasa (honorarium).dari. masyarakat umum.

Lembaga Notariat inirmerupakan lembaga . kemasyarakatan yang timbul
dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum
keperdataan anatara sesama individu yang manghendaki suatu alat bukti di antara
mereka.?

Para pengabdi dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum
(openbaar gezaag) bilamana masyarakat menghendaki atau bila Undang-Undang
mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunya kekuatan
otentik.’

Orang-orang yang ahli melakukan perkerjaan tulis menulis dapat dibagi
menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Notarii

! Chairunnisa Said Salenggang, Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia, (makalah
pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswali Magister Kenotariatan angkatan 2008,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2008).

% Ibid.

® Ibid.

10 Universitas Indonesia
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Nama Notariat berasal dari nama pengabdinya, Notarius. Kemudian nama
Notarius berubah arti menjadi Notarii yang artinya orang-orang yang
memiliki keahlian untuk menulis cepat di dalam menjalankan pekerjaan
mereka. Notarii berasal dari kata Nota Literaria, yaitu tanda tulisan yang
digunakan menulis dan mengambarkan kata-kata. Pada awalnya, nama Notarii
diberikan kepada orang-orang yang mencatat pidato yang diucapkan oleh Cato
dalam Senat Romawi. Kemudian pada abad ke lima, yang diartikan Notarii
adalah Pejabat-pejabat istanasyang melakukansberbagai pekerjaan konselarij
Kaisar yang semate-mata merupakan perkerjaan administratif.

2. Tabeliones

Tabéliones ditugaskan sebagail pembuatan Akta-akta dan, Surat-surat lain
bagi kepentingan.masyarakat umum. Namun karena Tabeliones tidak diangkat
oleh Penguasa, bukan pegawal Istana (pekerja bebas), maka Akta-akta dan
Surat-surat yang dibuatnya pun tidak ' mempunyai kekuatan otentik, sehingga
hanya bersifat di bawah tangan.

3. Tabularii

Tabularii adalah paraspegawal.negeri yangrditugaskan,untuk mengadakan
dan memelihara pembukuan keuangan kota dan.melakukan pengawasan atas
arsip dari Magisrat kota di“bawah*resort mana orang itu berada. Oleh karena
mereka dinyatakan berwenang dalam pembuatan Akta-akta dan Surat-surat,
dengan sendirinya masyarakat menggunakan jasa mereka.

Keberadaan suatu lembaga semacam Notariat tidak hanya berkembang di

Italia namun dapat ditelusuri di Negara lain, misalnya Perancis. Kemunculan
Notaris di Perancis terjadi ketika Raja Lodewijk mengangkat Notaris sebagai
Pegjabat (ambtenaar) meskipun hanya berlaku khusus di kota Paris. Selanjutnya
pada Tahun 1304, Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh Perancis serta
menetapkan perangkat hukumnya yang berupa peraturan perundang-undangan
mengenainya. ™

Tercatat baru di abad ke tiga belas, Akta yang dibuat oleh Notaris bersifat

sebagai Akta Umum yang diakui dan di abad ke lima belas, Akta Notaris
mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum.

19 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Y ogyakarta : Ull Press Y ogyakarta,
2010), HIm. 8-9.
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Pada waktu itu Akta Notaris belum dapat diterima sebagal alat bukti mutlak
mengenal isinya dan dapat disangkal apabila terdapat buktu sebaliknya dengan
alat bukti saksi. Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi
diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam Akta tersebut keliru.
Semenjak saat itu Akta Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali
peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan
pembuktiannya.**

Mengenai kekuatans'eksekusi Akta,, Notaris, tidak dijumpa dalam
perundang-undangan Hukum Belanda Kuno (Oud Nederlands) hingga berlakunya
Undang-Undang Perancis.yang dinamakan Ventose Wet (Undang-Undang Nomor
25 Ventose/an Xl) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang Lio organique
du Notariat. Ventose Wet kemudian diberlakukan di Negara-negara.yang menjadi
jagahan Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat (decreet) Raa.tertangga 8
November 1810, Ventose Wet yang memuat peraturan tentang Notariat di Perancis
diberlakukan di Belanda. Ketentuan ini- menjadi landasan hukumpemberlakuan
hukum Perancis tentang -Notariat di Belanda» Sebagaimana telah diketahui,
Belanda kemudianmmenjajah=Nusantara, dengan+demikian, sampailah hukum
Notariat di Indonesia.*®

Lembaga Notaris masuk ke ‘Indonesia‘pada awal abad ke tujuh belas
dengan keberadaan Oost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia. Pada tangga 27
Agustus 1620 untuk pertama kalinya diangkat sebagai Notaris di Indonesia yaitu
Melchior Kerchem, seorang Sekretaris dari College van Schepenen di Jakarta.
Pada awalnya, lembaga Notariat ini diperuntukan bagi golongan Eropa sgja
terutama kegiatan di bidang hukum Perdata. Meskipun diperuntukkan untuk
golongan Eropa, tetapi golongan masyarakat lain tetap dapat menggunakan jasa
Notaris dalam membuat suatu Perjanjian.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa Ventosewet yang diberlakukan
Perancis di Negeri Belanda pada saat Belanda dikuasai Perancis tidak pernah
dinyatakan berlaku di Indonesia, sehingga yang berlaku di Indonesia adalah
peraturan-peraturan lama yang berasal dari Republiek der Vereenigde
Nederlanden yang merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Negara

1 1bid, HIm. 9.
2 1bid. HIm. 9.
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Belanda sebelum Negara tersebut dikuasal oleh Perancis. Sehingga kedudukan
Notaris di Indonesia pada waktu itu adaah sama dengan Notaris pada masa
pemerintahan Republiek der Vereenigde Nederlanden sebelum Negaraitu jatuh di
bawah kekuasaan Perancis.’®

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda melakukan penyesuaian peraturan
mengenal Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement Op Het Notaris
Ambt in Indonesia) dengan mengeluarkan Staatsblad Nomor 3. Dan terhitung
sgjak 1 Juli 1860, StaatshladiNomor 3 berlakuhingga diundangkannya UUJN.

Perjalanan_Noteris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan
perkembangan /Negara dan Bangsalndonesia Sejarah kontemporer Indonesia
mencatat bahwa pada era_reformasi terjadi<perubahan lembaga Notariat yang
cukup signifrkan perubahan tersebut ditandai‘dengan berhasiinya pemerintah orde
Reformasi, ‘'mengundangkan” Undang-Undang ‘Nomor 30" Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (UUJN). WUJINsmerupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat
(Stb. 1860-3) dan Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb 1860: 3)
yang merupakan peraturan Pemerintah Kolohial'Belanda** UUIN mulai berlaku
di Indonesia padatanggal 6 Oktober 2004.

2.1.2. Pengertian Notaris

Sebelum menjelaskan tentang pengertian Notaris, terlebih dahulu akan
dipaparkan pengertian dari Jabatan dan Pejabat.

Menurut arti dalam kamus, bahwa Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam
pemerintahan atau organisasi. Arti Jabatan seperti ini dalam arti umum, untuk
setigp bidang pekerjaan (tugas) yang senggja dibuat untuk keperluan yang
bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai
dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai Ambt merupakan fungsi, tugas,
wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada
khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang

¥ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), Him. 19.
" Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta : Ull Press Y ogyakarta,
2010), HIm. 13.
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dipergunakan sebagai fungs atau tugas ataupun wilayah kerja dalam
pemerintahan.™

Menurut E. Utrecht, bahwa :

Jabatan (ambt) ialah lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste

werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara

(kepentingan umum).*®

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan
pekerjaan tetap” ialah :

Suatu lingktingan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dapat

dinyatakan dengan. tepat-telitis (zaveel .mogelijk nauwkeurig omsschreven)

dan yang bersifat “duur zam” (tidakdapat diubah begitu saja):*’

Jahatan merupakan suatu bidang pekerjaan atal tugas yang sengaja dibuat
oleh hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesina,bungan
sebagai suatu lingkungan/ perkerjaan | tetap. sdabatan merupakan suatu subjek
hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu Jabatan dapat berjalan,
maka Jabatan tersebut disandang oleh subjekshukum lainnya yaitu orang. Orang
yang diangkat untuksmelaksanakan Jabatan disebut’Pejabat: 'Suatu Jabatan tanpa
adanya Pejabatnya, maka Jabatan tersebut tidak dapat berjalan.™®

Pejabat dapat diartikan sebagai” pegawal pemerintah yang memegang
jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.

Suatu Jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh
manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewgjiban yang
didukung oleh Jabatan ialah Pegabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan
Pegjabatanya. Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagal subjek
hukum (person) yakni pendukung hak dan kewagjiban (suatu personifikasi).
Sebagai subjek hukum, maka Jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan
kewajiban.™®

> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), HIm. 10.

' Ibid, HIm. 11.

Y Ibid, HIm. 11.

*® 1bid, HIm. 11.

' Ibid, HIm. 12.
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Dengan demikian hubungan antara Jabatan dengan Pejabat, bahwa Jabatan
bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia
sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut Pejabat. Pejabat adalah
yang menjalankan Hak dan Kewajiban Jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan)
selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus menerus (continue), artinya Pejabat
bias digantikan oleh siapapun, sedangkan Jabatan akan tetap ada selama
diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.?

Menurut Pasal 1 angka (1) UUJN, Notaris.adalah Pegjabat Umum yang
berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan. |ainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pengertian_Notaris' menurut UUJN ini
merujuk pada tugas dan wewenang Yyang.dijalankan oleh Notaris. Sehingga
Notaris memiliki tugas sebaga ‘Pgjabat Umum_dan memiliki- wewenang untuk
membuat Akta Otentik serta  kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Jabatan Notaris diadakan 'atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan
hukum dengan maksud untuk membantu ‘dan” melayani “masyarakat yang
membutuhkan aat bukti-tertulis yang bersi fat otentik.mengena keadaan, peristiwa
atau perbuatan hukum.*

Dengan demikian.«Notaris ‘merupakan.,suatu Jabatan mempunyai
karakterisitik, yaitu : 2
1. Sebaga Jabatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan
Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-
undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang
berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan
Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh
Negara dan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat
oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat
berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

2 |bid, HIm. 12.
2 |bid, HIm. 14.
2 | bid, HIm. 15.
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Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya
sebagal batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan
dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian apabila seorang pejabat
(Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan,
dapat dikategorikan sebagal perbuatan melanggar wewenang (wewenang
Notaris terdapat pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan
Notaris).

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.
Pasal 2 Undang-Undang Jabaten Notaris menentukan nahwa Notaris diangkat
dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal inic mentri yang membidangi
kenotariatan. Notaris __meskipun | secara_administratif /diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah; tidak berartiNotaris ‘menjadic subordinasi
(bawahan) dari pihak  ‘pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak pada siapaun
dan tidak bergantung pada sigpapun (dalam menjaankan tugas jabatannya
tidak dapat dicampuri‘oleh’pihak yang mengangkatnyaataupun pihak lain).

4. Tidak menerimagai ataupensiun.dari. yangmengangkatnya.
Notaris meskipun“diangkat dan diberhentikan..oleh pemerintah tapi tidak
menerima ggi dan pensiun dari="pemerintah. Notaris hanya menerima
honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan
pelayanan cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya pada masyarakat.
Kebutuhan Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan
dokumen hukum (Akta) Otentik dalam bidang hukum Perdata, sehingga
Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat
juga dapat menggugat secara perdata kepada Notaris, dan menuntut biaya,
ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan akuntabilitas
Notaris kepada masyarakat.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia bukan dalam

kapasitas pembantu Presiden, akan tetapi atas perintah Undang-Undang dalam
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pemberian Kewenangan oleh Negara kepada seseorang yang telah memenuhi
persyaratan untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara dalam Hukum
Perdata, yaitu Notaris. Syarat-syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi
Notaris adalah :

Warga Negara Indonesia.

Bertakwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa.

Berumur paling rendah 27 tahun.

Sehat jasmani dan rohanis

Berijazah Sarjana Hukum dan jenjang Strata Dua Kenotariatan.

o a ~ WD PRE

Telah menjalani“magang atau nyata-nyata telahbekerja sebagai karyawan
Notaris;dalam waktu 12 bul anberturut<turut pada kantor Notaris atau prakarsa
sendiri, atau atas‘rekomendasi  Organisasi Notaris setelah lulus Strata Dua
Kenotariatan.

7. Tidak berstatus sebagai’ Pegawal Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak
sedang ‘memangku Jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk
dirangkap dengan‘Jabatan Notaris.

2.2. Kewenangan, K ewajiban'dan L arangan Notaris
2.2.1. Kewenangan Notaris

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan)
merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu Jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Jabatan
yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya
sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-
undangan yang mengatur Jabatan Pejabat yang bersangkutan.

Kewenangan Notaris, menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat Akta
Otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian

3 1bid, HIm. 77.
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tangga pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, salinan dan
kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
Undang-Undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk : 2*
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat di Bawah
Tangan dengan mendaftar dalam Buku Khusus,
2. Membukukan Surat-surat di Bawah Tangan dengan mendaftar dalam Buku
Khusus;
3. Membuat kopi dari iasli Surat-surat di Bawah Tanagn berupa salinan yang
memuat uraian ‘sebagamana, ditulisdan’ digambarkan dalam Surat yang
bersangkutan;
M el akukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan Surat aslinya;
Memberikan penyul uhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
Membuat AktaRisalah Lelang.
Notaris berwenang untuksmel egali sasivatan mengesahkan Surat Perjanjian

N o o A~

di Bawah Tangan'dan. mendaftarkan.Surat-surat-di- Bawah' Tangan. Masyarakat
beranggapan bahwa Surat-yang dilegalisasi atalr didaftarkan oleh Notaris adalah
merupakan Akta Notaris atau Akta,Otentik; sehingga Notaris harus bertanggung
jawab penuh terhadap isi Akta tersebut. Anggapan ini adalah salah, karena
seringkali berdasarkan pada anggapan tersebut, sehingga banyak orang yang
terkecoh.

Surat di Bawah Tangan yang dilegaisas oleh Notaris, Notaris hanya
mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat di Bawah
Tangan tersebut. Artinya, Notaris menyatakan bahwa Surat di Bawah Tangan
tersebut benar ditandatangani oleh Pihak yang namanya tercantum dalam Surat di
Bawah Tangan pada tanggal yang tersebut dalam Surat di Bawah Tangan tersebut.
Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi Surat di Bawah Tangan tersebut,
kecuali mendaftarkanmya ke dalam buku yang disediakan untuk itu. Surat di
Bawah Tangan yang didaftarkan atau dibukukan disebut waarmerking. Jadi, baik
IS dan sigpa yang menandatangani Surat di Bawah Tangan tersebut, berada di luar

2 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, HIm. 16.
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tanggung jawab Notaris. Maka, Surat di Bawah Tangan yang dilegalisas atau di-
waar merking tersebut bukan merupakan Akta Otentik.

Pembatasan kewenangan Notaris melipuiti :

1. Sepanjang menyangkut Akta yang harus dibuat.
Kewenangan di sini, berkaitan dengan ketentuan bahwa tidak semua Pejabat
Umum dapat membuat semua Akta. Seorang Pgabat Umum hanya dapat
membuat Akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan
kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sepanjang mengenai 'Subjek Hukum.
Kewenangan di sini,. berkaitan dengan’ ketentuan bahwa Notaris tidak
berwenang membuat Akta untuk. kepentingan dirinya sendiri, isteri / suami
baik yang mempunya hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik dalam
perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan /
atau ke ates tanpa pembatas,dergjat, sertangaris ke samping sampai dengan
dergat ketiga, sserta menjadi prhak untuk diri sendiri, /maupun dalam suatu
keudukan atau dengan perantara kuasa.

3. Sepanjang berwenang mengena tempat di‘manaaktaitudibuat.
Kewenangan di sini,-berkaitan dengan ketentuan bahwa Notaris hanya
berwenang membuat Akta didalamwil ayah kewenangannya.

4. Sepanjang mengenai waktu pembuatan Akta tersebui.
Kewenangan di sini, berkaitan dengan pengangakatan seorang Notaris. Notaris
hanya diperbolehkan membuat Akta Otentik apabila sudah mempuyai
wewenang untuk menjalankan tugas Jabatannya (telah disumpah Jabatan),
atau tidak dalam keadaan culti.

Apabila salah satu persyaratan mengenai Kewenangan Notaris tersebut
tidak dipenuhi, Akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai
kekuatan seperti Akta di Bawah Tangan, jika Akta itu ditandatangani oleh para
Pihak yang hadir (Penghadap).

2.2.2. Kewajiban Notaris
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Kewagjiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ada kewagjiban-

kewajiban yang harus ditaati oleh Notaris, di mana jika kewajiban-kewajiban

tersebut dilanggar, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran
tersebut. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN, Kewajiban Notaris yaitu:

1

Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum;

Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian
dari Protokol Notaris;

Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta;

Memberikan pelayanan._sesuai, dengan’ ketentuan dalam Undang-Undang ini,
kecual i ada alasanuntuk_menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu 'mengenal Akia yang dibuatnya,dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan, akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan, kecual itundang-undang menentukan larn;

Menjilid akta yangsdibuatnya dalam' 1w(sait), bulan menjadi buku yang
memuat tidakdebih dari*50«(lima puluh) aktaydan jikajumlah akta tidak dapat
dimuat dalam satu bukuyrakta tersebut dapatrdijilid menjadi lebih dari satu
buku, dan mencatat jumlah*MinutasAkta, bulan dan tahun pembuatannya pada
sampul setiap buku;

Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya
surat berhargg;

Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu
pembuatan akta setiap bulan;

Mengirimkan daftar sebagai mana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil
yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang kenotarisan dalam waktu 5 (lima) hari pada
minggu pertama setiap bulan berikutnya;

10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap

akhir bulan;
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11. Mempunyal cap / stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat
kedudukan yang bersangkutan;

12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditandathgani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,
dan Notaris; dan

13. Menerima magang calon Notaris.

Pada Pasal 16 ayat«(7) WUJN, pembacaan, Akta tidak wajib dilakukan,
jika dikehendaki oleh Penghadap agar Akta tidak dibacakan karena Penghadap
telah membacasendiri, mengetahul, dan memahami isi“Akta-akta tersebut, dengan
ketentuan hal ‘tersebut dicantumkan atew pada_akhir Akta. Sebaikanya jika
Penghadap:tidak berkeéhendak seperti itu,, maka Notarisiwajib membacakannya,
ditandatangani oleh setiap Penghadap,, Saksi dan Notaris sebagaimana tersebut
dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN gjika ketentuansPasal, 44 ayat (1) UUJIN dan Pasa
44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakant sanksi sebagaimana
tersebut dalam Pasal«84UWIN; yaitu Akta yangrdibuat. di,hadapan Notais hanya
mempunyai kekuatan.pembuktian”sebagal. AktardisBawah - Tangan atau suatu akta
menjadi batal demi hukum;-dan juga merugikan para Pihak yang bersangkutan,
maka pihak tersebut dapat mendntut,braya, ganti'rugi dan bunga kepada Notaris.

Kewajiban Notaris yang terdapa pada Pasal 3 Kode Etik Notaris, yaitu :

Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.

Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

A 0D P

Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris.

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu
pengetahuan hukum dan Kenotariatan.

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

7. Memberikan jasa pembuatan Akta dan jasa Kenotariatan lainnya untuk

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
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Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan kantor tersebut merupakan
satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan
tugas jabatan sehari-hari.
Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya
dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm X
80 cm, yang memuat :
a. Namalengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal dan nomor.SuratKeputusan:Pengangkatan yang terakhir sebagai
Notaris;
c. Tempat/kedudukan,
d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax:
Dasar papan_.nama_berwarna putih /dengan huruf “berwarna hitam dan
tulisan papan nama harus jelas dan mudah dibaca kecuali di: lingkungan
kantor tersebut tidak memungkinkansuntuk pemasangan papan nama
dimaksud.
Hadir, mengikuti- dan’ berpartisipas - aktif» dalam wsetiap kegiatan yang
disel enggarakanseleh perkumpulan;. menghormati, mematuhi, melaksanakan
setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
Membayar uang iuran perkumpul ansecaratertib.
Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sgawat yang
meninggal dunia.
Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan
Perkumpulan.
Menjalankan Jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan
penandatanganan Akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan
yang sah.
Menciptakan suasana kekeluargaam dam kebersamaan dalam melaksanakan
tugas Jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan
sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu
serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.
Memperlakukan setigp klien yang dating dengan baik, tidak membedakan
status ekonomi dan / atau status sosialnya.
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17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagal kewajiban

untuk ditaati dan dilaksanakan antaralain namun tidak terbatas pada ketentuan
yang tercantum dalam :
a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
b. Penjelasan Pasa 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris;
Isi sumpah Jabatan Notaris;
d. Anggaran Dasar dan/Anggaran Rumah.Tangga |katan Notaris Indonesia.

2.2.3. Larangan Notaris

Dengan adanya kewagjiban-kewajiban yang harus ditaati .oleh Notaris,

maka ada, pula larangan-larangan’ bagi, Notaris dalam menjalankan, Jabatannya
sebagaimanayang diatur di‘dalam Pasal’ 17 UUJN, yaitu :

1
2.

o o~ W

Menjalankan Jabatan di luar wilayah Jabatannya;

Meninggal kan wilayah Jabatannyalebih dan 7 (tujuh) hari Kerja berturut-turut
tanpa alasan yang,sah;

Merangkap sebagal Pegawai Negeri;

Merangkap Jabatan sebagai“Pejabat'Negara;

Merangkap Jabatan sebagai Advokat;

Merangkap Jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawa Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta;

Merangkap Jabatan sebagai Pegjabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah
Jabatan Notaris;

Menjadi Notaris Pengganti; atau

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma Agama,
Kesusilaan, atau Kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat Jabatan Notaris.

Larangan-larangan itu dimaksudkan untuk menjamin kepentingan

masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Larangan-larangan itu salah satunya

adalah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara Notaris dalam
menjalankan Jabatannya. Seperti dalam Pasal 36 UUJN mengenai Honorarium.
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Diharapkan honorarium yang diterima atas jasa hukum Notaris, sesuai dengan
kewenangannya. Contohnya, tidak memungut biaya yang jauh lebih murah
dibandingkan Notaris lainnya. Waaupun ada ketentuan mengenai penerimaan

Hononarium yang sesuai dengan kewenangan Notaris, akan tetapi Notaris juga

wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak

mampu sebagai mana tedapat di dalam Pasal 37 UUJN.
Larangan Notaris yang terdapat pada Pasal 4 Kode Etik, yaitu :

1. Mempunya lebih dari 4 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor
perwakilan.

2. Memasang/papan Nama dan,/ atau tulisan yang.berbunyi “ Notaris. Kantor
Notaris! di luar lingkungan Kantor.

3. Melakukan publikas atau promosi diri, bark_sendiri maupun secara bersama-
sama, ydengan mencantumkan’ nama dan ‘jabatannya, ‘menggunakan sarana
media cetak dan / atau elektronik, dal am bentuk :

Iklan;

. Ucapan selamét;

a

b

c. Ucapan belansungkawa;

d. Ucapan terimakasih;

e. Kegiatan pemasaran;

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

4. Bekerjasama dengan biro jasa/ orang / Badan Hukum yang pada hakekatnya
bertindak sebagal perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

5. Menandatangani Akta yang proses pembuatan Minuta-nya telah dipersiapkan
oleh pihak lain.

6. Mengirimkan Minuta kepada klien untuk ditandatangani.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari
Notaris lain kepadanya, balk upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang
bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen
yang telah diserahkan dan / atau melakukan tekanan psikologis dengan
maksud agar klien tersebut tetap membuat Akta padanya.
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Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus
ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesame rekan Notaris.
M enetapkan honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.
Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor
Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
Menjelekkan dan / atau mempermasalahkan rekan Notaris atau Akta yang
dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan / atau menemukan
suatu Akta yang dibuat.eleh rekan sejawatyang.ternyata di dalamnya terdapat
kesalahan-kesalahan | yang " serius dan / atau membahayakan klien, maka
Notaris tersebut. wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang
bersangkutan atau kesalahan, ‘'yang /dibuatnya dengan cara yang tidak
menggurui, melainkan_untuk - mencegah timbulnya “hal-hal« yang tidak
diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
Membentuk kel ompok /sesame rekan ‘'sejawat yang bersifat eksklusif dengan
tujuan untuk melayani “kepentingan suatu Instansi atau lembaga, apaagi
menutup kemungKkinan bagi Notaris lai n untuk: berpartisipas.
Menggunakandan. mencantumkan. gelar yangstidak _sestiai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan perbuatan-perbuatan “tain _yang secara umum disebut sebagai
pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, anatar lain namun tidak terbatas pada
pel anggaran-pel anggaran terhadap ;
a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris;
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris;
c. s sumpah Jabatan Notaris;
d. Ha-ha yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan / atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh
organisas Ikatan Notaris Indonesiatidak boleh dilakukan oleh anggota.

2.3. Tinjauan Umum Akta Otentik
2.3.1. Pengertian Akta Otentik
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Akta adadlah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk
dipergunakan sebagai bukti.?

Tulisan adalah pengemban tanda baca yang mengandung arti serta
bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.?®

Alat Bukti Tertulis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu berupa Akta Otentik dan
Aktadi Bawah Tangan.

Beberapa pengertianAktaOtentik :

1. Suatu Akta Otentik idah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-undang olehatau dihadapan Pegjabat Umum yang berwenang untuk itu
di tempét Aktadibuat.”’

Sehingga, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dapat, disimpulkan unsur dari

Akta Qtentik yakni :

a. Bahwa Akta tersebut dibuat dan diresmiken (verleden) dalam bentuk
menurut hukum;

b. Bahwa Aktatersebut dibuat oleh atau dirhadapan Pejabat Umum;

c. Bahwa Aktatersebutwdibuat oleh atau dishadapan Pejabat yang berwenang
untuk membuatnya dirtempat Akta tersebut.dibuat, jadi Akta itu harus di
tempat wewenang Pejabat yang'membuatnya.

2. Akta Otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat
Umum, yang menurut peraturan per Undang-undangan yang berwenang
membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebaga aat bukti
tentang peristiwa atau peristiwa Hukum yang tercantum di dalamnya.?

Sedangkan Akta di Bawah Tangan adalah Akta yang sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara
para pihak yang berkepentingan sga Diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata,
bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan

 Tan Thong Kie, Sudi Notariat : Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2007), hHm. 441.

% Ibid, Him. 441.

2" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti,
Pasal 1868.

% Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Him. 18

% Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 101 Huruf
a
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itu hendak dipakal, atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap

sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta

para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti
yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlaku lah ketentuan

Pasal 1871 KUHPerdata untuk tulisan itu.

Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan adalah :

1. Akta Otentik mempunyai tanggal yang pasti. Sedangkan untuk Akta di Bawah
Tangan, tidak selalu demikian:

2. Akta Otentik dibuat’ dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
sedangkan untuk Akta.di Bawah Tangan tidak terikat bentuk formal.

3. Akta Otentik harus dibuateleh atau i _hadapan Pegabat Umum yang
berwenang. Sedangkan untuk' Akta di Bawah Tangan,,dapat dibuat bebas oleh
setiapsubjek hukum yang berkepenti ngan.

4. Akta Otentik- mempunyal kekuatan ‘pembuktian yang sempurna, terutama
mengenal waktu, tanggal pembuatan, ISl perjanjian, penandatanganan, tempat
pembuatan dan dasar’ hukumnya. Sedangkan: untuk Akta di Bawah Tangan,
baru memilikitkekuatanspembuktian.yang sempurna apabila diakui oleh para
pihak yang menandatangin’/Akta tersebut.

5. Grosse dari Akta Otentik dalam™ beberapa hal mempunyai kekuatan
eksekutorial seperti Putusan Hakim. Sedangkan untuk Akta di Bawah Tangan,
tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan
Kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

6. Akta di Bawah Tangan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk hilang
dibandingkan dengan Akta Otentik.

Bila di antara para pihak yamg membuat Perjanjian itu terjadi sengketa,
maka apa yang tersebut dalam Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna.
Jadi, Akta Otentik mempunyai arti penting karena memberikan kepastian hukum
sehari-hari, memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang
kuat.
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Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UUJN, Akta Notaris adalah Akta Otentik yang
dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.

Setiap akta Notaristerdiri atas :

1. Awal Aktaatau Kepala Akta.
Bagian ini antara lain memuat judul Akta, Nomor Akta, waktu, hari, tanggal,
bulan, tahun pembuatan Akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan
Notaris.

2. Badan Akta.
Bagian ini memuat komparisi. (identites para pihak), keterangan mengenai
kedukan/ bertindak Penghadap, "is 'Akta yang “merupakan; kehendak dan
keinginan dari parapihak yang berkepentingan, identitas para saksi pengenal.

3. Akhir atau Penutup Akta:
Bagian_“ini  memuat uraian, ‘tentang pembacaan Akta, uralan tentang
penandatangan dan tempat penandatanganan Akta atau penerjemahan Akta bila
ada, identitas para saks” Akta, uraian tentang perubahan yang terjadi dalam
Pembuatan Akta,. yang»=dapat . berupapenambahan,’ pencoretan, atau
penggantian.

Jenis Akta dapat dibedakan menjadi
1. AktaPihak atau Akta Partai (partij akten).

Akta Partai adalah suatu Akta di mana Notaris hanya memasukan keterangan
atau kehendak para Penghadap dalam Akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris
dibebaskan dari tanggung jawabnya jika di kemudian hari ternyata keterangan
yang diberikan para pihak yang menghadap Notaris tersebut tidak benar
adanya. Dalam Akta ini, Notaris menjamin bahwa penghadap benar
menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam Akta, namun Notaris tidak
menjamin bahwa apa yang dikatakan oleh Penghadap tersebut adalah
merupakan suatu hal yang benar. Dalam Akta Partai harus terdapat tanda
tangan para pihak yang bersangkutan, jika tidak maka Akta tersebut akan
kehilangan sifat Otentiknya. Atau setidak-tidaknya di dalam Akta tersebut
diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya Akta tersebut
oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Misalnya, jika para pihak atau

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Stephanie Maria Hasan, FHUI, 2012



29

salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh, harus dibuat oleh
keterangan Notaris yang bersangkutan dalam Akta tersebut yang dapat
dijadikan sebagai ganti dari tandatangan (surrogaat tanda tangan).

2. Akta Pegjabat atau Akta Relaas (ambtelijke akten).
Akta Relaas adalah suatu Akta yang dibuat oleh Notaris yang contohnya
berupa berita acara tentang suatu kejadian yang dilihat atau didengar oleh
Notaris sendiri. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap isi
Akta yang dibuatnya. Misalnya Akta Berita’Acara Rapat Umum Pemegang
Saham atas suatu Perseroan Terbatas. Dalam /Akta ini,  pembacaan Akta dan
tanda tangan bukan merupakan keharusan’ dalam.membuktikan sifat otentik
Akta tersebut. Apabila peserta-pesertasyang menghadiri rapat sudah terlebih
dahulu “meninggalkan ruangan.sebelum menandatangani- Akta tersebut, maka
Notaris, cukup menerangkan dalam hal tersebut dalam Akta yang dibuatnya
pada bagian akhir Akta, dan Akta yangedibuatnya tetap merupakan Akta
Otentik. “Jika kemudian "hari diketahui bahwa apa yang ditulis dalam Akta
tersebut tidak sesuai’ «dengan kegadian "yang', sebenarnya, maka Notaris
bertanggung jawab. penuh=terhadap. kesalahan=tersebut baik secara Perdata
maupun Pidana.

Perbedaan antara AktaPihak atau Akta Partai (partij akten) dengan Akta

Pejabat atau Akta Relaas (ambtelijke akten), adalah :

Akta Partai :

1. Akta harus dibacakan dan ditandatangani.

2. Aktaharus dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Aktabisa digugat.

AktaRelaas :

1. Aktatidak harus dibacakan dan ditandatangani.

2. Aktatidak harus dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Aktatidak bisadigugat, kecuali jika Notaris memberikan keterangan pal su.

Agar berlaku resmi menurut Hukum, umumnya seseorang akan membuat
Akta, Surat, Perbuatan Hukum tertentu di hadapan Notaris. Cara tersebut
dianggap lebih baik dibandingkan dengan membuat Surat di Bawah Tangan,

walaupun ditandatangani di atas materai, lengkap dengan para saksi. Menurut
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C.A. Kraan memberikan beberapa ciri yang terdapat dalam sebuah Akta Otentik,

yaitu:
1

30

Suatu tulisan yang senggja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau
suatu bukti dari keadaan sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh
Peglabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau
hanya ditandatangani oleh Pgjabat yang bersangkutan.

Suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari Pgjabat yang berwenang,
sampai ada bukti sebaliknya.

Memenuhi_ ketentuan yang mengatur’ tata cara pembuatannya (sekurang-
kurangnya memuat. mengenai: tanggal; tempat dibuatnya Akta, nama dan
kedudukan / jabatan Pegjabat yang membuatnya).

Pejabat yang.bersangkutan diangkat/oleh_Negara, mempunya sifat dan
pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk independence) serta tidak memihak
(onpartijdig impartial) dalam menjalankan jabatannya

Pernyataan/ dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh Pejabat
merupakan hubungan Hukum dalam bidang Hukum.Privat.

Pasal 1868 KlUHPerdata-merupakan sumber untuk-otensitas Akta Notaris

juga merupakan dasar legalitas eksistensi Akta-Notaris, dengan syarat-syarat
berikut ; 3

1

Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang
Pejabat Umum.

2. Aktaitu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pegjabat Umum oleh — atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai

wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Dalam pembuatan Akta, bila unsur-unsur otentitas tidak dipenuhi, maka

Aktaitu berubah fungsi menjadi Aktadi Bawah Tangan.

2.3.2. Pembuktian Akta Otentik

% http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/
% Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung : PT. Refika Aditama,
2011), HIm. 9.
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Kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai alat bukti umumnya dapat
dikatakan bahwa pada umumnya Akta Notaris dibedakan menjadi tiga macam
kekuatan pembuktian, yakni : %

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (uit bewijskracht).

Uit bewijskracht merupakan kekuatan pembuktian dalam artian
kemampuan dari Akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai Akta
Otentik. Kemampuan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat
diberikan kepada Akta.yang .dibuat dii Bawah»Tangan. Akta yang dibuat di
Bawah Tangan baru berlaku sah, lyakni sebagal yang benar-benar berasal dari
pihak, terhadap" sigpa“ Akta » tersebut dipergunakan,. apabila yang
menandatanganinya mengakur kebenaran dari_tanda tangannya itu atau apabila
itu dengan cara yang sah menurut Hukum, tel ah_diakui el eh yang bersangkutan.
Sementara Akta Otentik -membuktikan sendiri” keabsahannya (ata publica
probant sese ipsa). Apabila suatu Akta nampak sebagai Akta Otentik, artinya
menandakan dirinya dari-luar, dari kate-katanya sebagai “yang berasal dari
seorang Pejabat Umum, makarAkta'itu terhadap setiaperang dianggap sebagai
Akta Otentik sampal dapat~dibuktikan bahwarAkta tersebut bukanlah Akta
Otentik.

2. Kekuatan pembuktian formal”(formale’bewijskracht).

Formale bewijskracht ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta
tersebut dalam Akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh
pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa Pejabat yang bersangkutan telah
menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam AKta itu dan
selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh Pgjabat dalam Akta itu
sebagal yang dilakukan dan disanksikannya di dalam jabatannyaitu. Dalam arti
formal, sepanjang mengenai Akta Pejabat (ambtelijike acte), Akta itu
membuktikan kebenaran dari apa yang disanksikan, yakni yang dilihat,
didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pgabat Umum di
dalam menjal ankan jabatannya.

Pada Akta di Bawah Tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi
kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang

% Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, HIm. 19.
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tercantum dalam Akta di Bawah Tangan itu diakui oleh orang yang
menandatanganinya atau dianggap sebagal telah diakui oleh sedemikian
menurut Hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran / kepastian
tanggal dari Akta Otentik tersebut, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam
dari Akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten), demikian
juga tempat Akta itu dibuat. Sepanjang mengenai acte partij bahwa para Pihak
yang ada menerangkan sperti diuraikan dalam Akta itu, sedang kebenaran dari
keterangan-keterangan itusendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

Pada Akta Otentik berlaku ' kekuatan pembuktian, forma dan berlaku
terhadap setalp orang,yakni- gpa yangada‘dan terdapat .di atas tanda tangan
mereka. / Namun terdapat. kekecualian «atau_ pengingkaran, atas kekuatan
pembuktian: formal® ini. _Pertama, pihak/ penyangkal, dapat langsung tidak
mengakui. bhawa tanda tangan 'yang dibubuhkan dalam"Akta tersebut adalah
tanda tanganya. Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang
kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnyaternyata dibubuhkan oleh orang
lain dan karenanya dalam halvini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan
tanda tangan. sKedua, “pihak~penyangkal “dapat” menyatakan bahwa Notaris
dalam mebuat Akta melakukan suatu kesalahan,atau kehilafan (ten onrechte)
namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam Akta tersebut.
Artinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas Akta namun
mempersoalkan substansi Akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah
keterangan Notaris yang tidak benar (intelectuele valsheid). Pihak penyangkal
tidak menuduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan suatu kehilafan yang
mungkin tidak disengga sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan
pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan
Notaris tersebut, dalam membuktikan hal ini menurut Hukum dapat digunakan
segala hal yang berada dalam koridor Hukum formil pembuktian.

. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)

Materiele bewijskracht ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam
Akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat
Akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada
pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Artinya tidak hanya kenyataan yang
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dibuktikan oleh suatu Akta Otentik, namun isi dari Akta itu dianggap
dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan /
buatkan Aktaitu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (prevue preconstituee).

Akta Otentik dengan demikian mengenai is yang dimuatnya berlaku
sebagal yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti
dengan sah di antara para Pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka
Pengadilan adalah cukup dan bahwa Hakim tidak diperkenakan untuk meminta
tanda pembuktian lainnya dissamping Akta Otentik tersebut. Hakim terikat dengan
dat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa
gunanya Undang-undang.. menunjuk bahwa’ Pejabat yang ditugaskan untuk
membuat suatu-Akta Otentik sebagal alat bukii bita Hakim dapat begitu sga
mengesampingkan Akta yang.dibuat oleh oleh Pejabat tersebui.

Ketiga aspek tersebut di ‘atas merupakan kesempurnaan Akta Notaris
sebagai Akta Otentik dam Siapa pun terikat, oleh Akta tersebut. Jika dapat
dibuktikan “dalam /suatu persidangan Pengadilan, bahwa ada salah satu aspek
tersebut tidak benar,smaka‘Aktaryang bersangkutan, hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagaivAkta dimBawah Tangan“atauAkta tersebut didegradasikan
kekuatan pembuktiannya. sebagal Akta yang mempunya kekuatan pembuktian
sebagal Aktadi Bawah Tangan®

Dalam praktek pembuatan Akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat
dipisahkan satu aspek dengan yang lainnya, tapi harus dilihat secara keseluruhan
sebagain bentuk pemilaian pembuktian atas keotentikan Akta Notaris. Nila
pembuktian tersebut dapat dikaji dari beberapa Putusan perkara Pidana dan
perkara Perdata yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut.>*

Aspek lahiriah dari Akta Notaris dalam Y urisprudensi Mahkamah Agung
bahwa Akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan
Jabatan Notaris, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 Spetember 1973, yang menegaskan bahwa
judex factie dalam amar Putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak

dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan

¥ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, HIm. 28.
¥ Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, HIm. 21.
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(menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang
menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki
secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh Penghadap Notaris tersebut.*
Dengan demikian bertentangan dengan inti dari Akta Notaris, jika Akta
Notaris yang dibuat atas kehendak para Pihak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan,
tanpa ada gugatan dari Pihak yang tersebut dalam Akta untuk membatalkan Akta
Notaris. Pembatalan Akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para Pihak
sendiri.*®
Dalam perkara Pidana dan perkara Perdata, suatu Akta Notaris senantiasa
dipermasal ahkan dari aspek formal terutama mengenai«
Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
Pihak (siapa) yangimenghadap Notaris.
Tandaitangan yang menghadap.
Salinan Aktatidak sesual dengan Minuta Akta.
Salinan Akta ada, tanpa dibuat Minuta Akta.
Minuta Akta tidaks ditandatangani. ‘secarar lengkap, tapi Minuta Akta

dikeluarkan.>!

o g~ w D PF

2.4. Majelis Pengawas Notaris

2.4.1. Pengawasan Notaris

Sgjak kehadiran institus Notaris di Indonesia, Pengawasan terhadap
Notaris selalu dilakukan oleh Lembaga Peradilan dan Pemerintah. Bahwa tujuan
dari Pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya
memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris
diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi
untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari Pengawasan
terhadap Notaris terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani
kepentingan masyarakat yang membutuhkan aat bukti berupa Akta Otentik sesuai

% Ibid, HIm. 21.
% |bid, HIm. 22.
7 Ibid, HIm. 22.
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permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat
yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun
demikian, tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan
Notaris, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris,
karena betapapun ketathya Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas
Notaris, tidak mudah untuk melakukan Pengawasan tersebut.®®

Pasa 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomer®M:02.PR.08.10, Tahun 2004, menegaskan yang
dimaksud dengan Pengawasan ‘adal ah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif
termasuk kegiatan, pembinaan yang dilakukan oleh.Magelis Pengawas terhadap
Notaris. Dengan demikian._ada 13" (tiga) tugas..yang dilakukan oleh Majelis
Pengawas, yaitu : >
1. Pengawasan Preventif.

2. Pengawasan Kuratif.
3. Pembinaan.

Preventif ini lebih'bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal
katanya yaitu "prevent".  Sedangkan. kuratif“ini=lebih_bersifat mengobati atau
memperbaiki sesuatu yang-telah rusak ataur terjadi, Sesuai asal katanya yaitu
"cure" yang berarti menyembuhkan:

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas
Jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris
dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai
keluhuran martabat Jabatan Notaris dalam pengawasan Magelis Pengawas (Pasal
67 ayat [5] UUJN), ha ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan
yang dilakukan oleh Mgjelis Pengawas.*

Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup
Pengawasan Magjelis Pengawas di luar Pengawasan tugas pelaksanaan tugas

Jabatan Notaris, dengan batasan : **

¥ Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris, HIm. 3.
% 1bid, HIm. 17.
“© Ibid, HIm. 17.
* Ibid, HIm. 19.
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1. Meakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma Agama, norma
Kesusilaan, dan norma Adat.

2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan
Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan Pengawasan
terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan Pengawasan
tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal
67 ayat (3) UUIN menentukan Maelis "Pengawas tersebut terdiri dari 9
(Sembilan) orang, tefdiri dari unsur : 4
1. Pemerintah sebanyak 3,(tfga) orang;

2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli / Akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri ates :

1. Maelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Mgjelis PengawasPusat:

Majelis Pengawas wDaerah . (MPD) “dibentuk .dan, berkedudukan di
Kabupaten atau Kota (Pasal*69 ayat [1] UUJN), Maeis Pengawas Wilayah
(MPW) dibentuk dan berkeduddkan.dilbuketa Propinsi (Pasal 72 ayat [1] UUJN),
dan Maglis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota
Negara (Pasal 76 ayat [1] UUJIN).*

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan Pengawasan dan
pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi
tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam
menjal ankan tugas Jabatan Notaris.**

Majelis Pengawas Notaris sebagal satu-satunya instansi yang berwenang
melakukan Pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris,
tiap jenjang Majleis Pengawas (MPD, MPW dan MPPP) mempunya wewenang
masing-masing.* Wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah :

“2 1bid, HIm. 4.
“3 1bid, HIm. 5.
* Ibid, HIm. 6.
* Ibid, HIm. 6.
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1. Maelis Pengawas Daerah (MPD).
Ketentuan Pasal 66 UUJN adadlah mutlak Kewenangan MPD yang tidak
dimiliki oleh MPW maupun MPP. Menurut Pasal 66 UUJN, berkaitan dengan:

(1) Untuk kepentingan proses Peradilan, penyidik penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan Mg elis Pengawas Daerah berwenang :

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.

b. Memanggil Notaris untuk hadir ‘dalam, pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta yang dibuatnya atau’Protokol Notaris yang berada dalam
Penyimpanan:Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi “Minuta /Akta atau surat-surat | sebagaimana
dimaksud pada’Pasal 1 ayat. (1) huruf adibuat Berita Acara Penyerahan.
Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor' M. (39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti
tersebut dalamsangka 1 butir 2 mengena Tugas Majelis Pengawas Notaris,
yaitu melaksanakan. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 70, 71
UUJN, Pasal 12 -ayat (2)yPasal 14,15,16 dani7-Peraturan'M enteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.02.PR.08.10 Tahun 2004,

dan Kewenangan lain, yaitu® %

(1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis
Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas Putusan penolakan
cuti.

(2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur
Pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang
disampaikan kepada Majelis Pengawas Dagerah.

(3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam Sertifikat Culti.

(4) Menandatangani dan member paraf Buku Daftar Akta dan Buku khusus
yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan Surat di Bawah
Tanagan dan untuk membukukan Surat di Bawah Tangan.

(5 Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.

(6) Menyampaikan kepada Mgjelis Pengawas Wilayah :

*® Ibid, HIm. 11.
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a. Laporan berkala setigp 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan
Januari.
b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin
cuti.
2. Mgelis Pengawas Wilayah (MPW).
Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas
Majelis Pengawas menegaskan'bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan
sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri
Hukum dan/Hak “Asasi. Manusia Republik’ Indonesia Nomor M.02.PR.08.10
Tahun 2004, kemudian angka 2 ‘butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asas Manusia Republik._Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 /Tahun 2004
mengatur pula mengenal Kewenangan MPW, yaitu : +/

(1) Mengusulkan kepada #Majelis ' Pengawas Pusat “pemberian sanksi
pemberhentian dengan hormeat.

(2) Memeriksa dan.memutus’ keberatan atas Putusan, Penolakan Cuti oleh
Majelis Pengawas Daeral:

(3) Mencatat izin cuti yangdiberikan dalam Sertifikat Cuti.

(4) Melaporkan kepada instansiyangberwenang adanya dugaan unsur Pidana
yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut,
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya
disampaikan kepada M gjelis Pengawas Pusat.

(5 Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :

a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Agustus
dan Februari.
b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah Putusan Magjelis
Pemeriksa.
3. Mgjelis Pengawas Pusat (MPP).
Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas
Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk emlaksanakan Ketentuan

47 Ibid, HIm. 13.
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yang tersebut dalam Pasal 77 huruf d dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN,

serta Kewenangan lain, taitu :

(1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam
Sertifikat Cuti.

(2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian pemberian sanksi pemberhentian
sementara.

(3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian pemberian sanksi pemberhentian
dengan hormat.

(4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil Putusan dalam
tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran
lisan/dan tertulis.

(5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan‘mengambil Putusan dalam
tingkat banding terhadap penolakan cuti dan Putusan tersebut bersifat final.

Dengan demikian /dapat, diuraikan bahwa. Majelis Pengawas Notaris
berwenang dalam mel akukan':
1. Pengawasan.
2. Pemeriksaan.
3. Menjatuhkan sanksi.

2.4.2. Pemeriksaan Notaris

Pemeriksaan pada seorang Notaris harus dilakukan setigp tahun. Dalam
hal tertentu, seorang Notaris bisa diperiksa lebih dari satu kali. Yang diperiksa
pada Notaris, contohnya : keadaan kantor Notaris, aat inventaris di kantor
Notaris, sampai uji petik dari Notaristelah sesual atau tidak, dan lain-lain.

Instansi utama yang melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap
Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Mgelis Pengawas
membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat).
Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap Notaris dan K ewenangan masing-masing, yaitu :

8 |bid, HIm. 22.
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1. Mgé€lis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan Kewenangan
melakukan Pengawasan terhadap pel aksanaan tugas Jabatan Notaris dan Kode
etik Notaris dan tindak tanduk atau perlaku kehidupan Notaris.

2. Tim Pemeriksa, dengan Kewenangan melakukan Pemeriksaan terhadap
Protokol Motaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap
waktu yang dianggap perlu.

3. Mgedlis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan Kewenangan untuk
memeriksa, menerima laporanyang diterimadari. masyarakat atau dari sesama
Notaris.

Yang memeriksa, dan memutus laporan yang diterima adalah Mgelis
Pemeriksa Wilayah dan Mgjelis Pemeriksa Pusat. Sedangkan Majelis Pemeriksa
Daerah hanya memeriksa | aporan yang diterima.

Laporan digjukan “oleh Pihak ,yang merasa telah dirugikan. Laporan
digukan “secara tertulis .dengan ' disertai  bukti-bukti  yang dapat
dipertanggungjawabkan. Laporan yang menyangkut dugaan, adanya pelanggaran
pel aksanaan Jabatan Noteris digjukan kepada Mgjeli's Pengawas Daerah.

Pemeriksaanyyang dilaktukan..oleh Majelis Pemeriksa bertujuan untuk
membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan Perundang-
undangan yang mengatur tentang Jabatan'Notaris.

2.4.3. Sanksi Kepada Notaris

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang
bersifat Hukum Publik yang digunakan oleh Penguasa sebagai reaks terhadap
ketidakpatuhan pada Norma Hukum Administrasi. Dengan demikian unsur-unsur
sanksi, yaitu ; 4
1. Sebaga aat kekuasaan.

2. Bersifat Hukum Publik.
3. Digunakan oleh Penguasa.
4. Sebagai reaks terhadap ketidakpatuhan.

9 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Him. 200.
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Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan
sanks terhadap Notaris. Sanks ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga
disebutkan kembali dan ditambah dalam Keputusan menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. *°

Menurut UUJN, Notaris yang melakukan Pelanggaran dapat dikenakan
sanksi sebagai berikut :

1. Pasal 84
Tindakan pelanggaran yang«dilakukan »elehwNotaris terhadap Ketentuan
sebagaimana dimaksu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1, Pasal 16 ayat (1) huruf
k, Pasal 41, Pasal ‘44, Pasal 48; Pasal 49, Pasal 50, .Pasal 51, atau Pasal 52 yang
mengakibatkan suatu Akta hanya imempunyal. kekuatan pembuktian sebagai
Akta disBawah Tanagan_atau suatu Akta menjadi-batal demi Hukum dapat
menjadi “ a@asan bagi “pthak 'yang ' menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti/rugiydan Bunga kepada Notaris.

2. Pasal 85
Pelanggaran Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1)
huruf a, Pasal 46xayat (1)shuraf b, Pasal 16-ayat (1) hurufic, Pasal 16 ayat (1)
huruf d, Pasal 16 ayat (1)-huruf e, Pasal 16 ayai. (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1)
huruf g, Pasal 16 ayat (1) hdruf h,"Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1)
huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal
37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan / atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi
berupa:
a. Teguran lisan;
b. Terguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengaturan sanks yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa
teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi
berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh
MPP, dan sanks berupa pemberhentian tidak hormat dari Jabatan Notaris dan

% Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris, HIm. 22.

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Stephanie Maria Hasan, FHUI, 2012



42

pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh
Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian
Notaris dari Jabatannya sesuai dengan aturan Hukum yang mengangkat dan yang
memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri. >* Dalam hal ini adalah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.4.3.1. Sanks Perdata

Dalam Pasal84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi Perdata, jika Notaris
melakukan tindakan pelanggaran, terhadap Pasal-pasal tertentu dan juga sanksi
yang sama jeni snya tersebar dalam Pasal -pasal’yang lainnya, yaitu': 2
1. Akta Netaris yang‘mempunyai. kekuatan pembuktianisebagal Akta di Bawah
Tangan.
Pasal 1869 KUHPerdata menentukan'batasan Akta Notaris yang. mempunyai
kekuatan pembuktian sebagal Akta di Bawah Tangan dapat terjadi jika tidak
memenuhi ketentdanKarena; >
(1) Tidak berwenangnyaPejabat Umum yang-bersangkutan; atau
(2) Tidak mampunya Pgabat Umum yang bersangkutan; atau
(3) Cacat dalam bentuknya:

2. AktaNotaris menjadi batal demi Hukum.
Suatu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Objektif, yaitu obejeknya tidak
tertentu dan kausa yang terlarang, maka Perjanjian tersebut Batal Demi
Hukum. >* Maka, suatu Perjanjian Batal Demi Hukum, jika:
(1) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan.
(2) Mempunya sebab yang dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan

dengan Kesusilaan atau ketertiban umum.

Akibat dari Akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan

bagi Pihak yang menderita kerugian untut menuntut penggantian biaya, ganti rugi,

dan bunga kepada Notaris.>

> 1bid, HIm. 25.

> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, HIm. 205.

> 1bid, Him. 205.

** Ibid, HIm. 208.
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Untuk menentukan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai Aktadi Bawah Tangan dapat dilihat dan ditentukan dari : *°

1

Isi (dalam) Pasal-pasal tersebut yang menegaskan secara langsung jika Notaris
melakukan pelanggaran, maka Akta yang bersangkutan termasuk Akta yang
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Aktadi Bawah Tangan.

Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai
Aktayang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian Akta di Bawah Tangan,
maka Pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN,
termasuk ke dalam Akta Batal Demi Hukum.

2.4.3.2. Sanksi ‘Administratif

Secara garis besar, sanksi Adminitratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam,

yaitu : >’

1

Sanks Reparatifi

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib Hukum. Dapat
berupa penghentian. perbuatan‘terlarang, kewajiban perubahan sikap / tindakan
sehingga tercapal keadaan 'Semula yang ditentukan, tindakan memperbaikin
sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya, paksaan untuk berbuat
sesuatu untuk Pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai

hukuman.

. Sanksi Punitif.

Sanks yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanks
hukuman tergolong dalam pembaasan, dan tindakan preventif yang
menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk
pelanggaran-pelanggaran lainnya. Cotohnya, pembayaran denda kepada
Pemerintah, teguran keras.

. Sanksi Regresif.

Sanks sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu
yang diputuskan menurut Hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan

55
56
57

Ibid, HIm. 205.
Ibid, HIm. 206.
Ibid, HIm. 211.
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Hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya, pencabutan,
perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa Kepustakaan hukum Administrasi dikenal beberapa jenis

sanksi Administratif, antaralain : %

1

Eksekus Nyata.

Sanski ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban
yang tercantum dalam suatu Ketetapan Hukum-hukum Administrasi maupun
pada pelanggaran-pel anggaan.suatu ketentuan Wndang-Undang berbuat tanpa
izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki
apa yang bertentangan dengan. Ketentuan-ketentuuan dalam Peraturan-
peraturan yang sah, yang. dibuat, disusun, dialami, dibiarkan: dirusak atau
diambil oleh Pelaku:

. Eksekusi-Langsung (parate executi€):

Sanksi  dalam penagihan uang’ yang ‘berasal| dari hubungan Hukum-hukum
Administrasi.

. Penarikan Kembali'Suatu 1zin:

Sanksi yang diberikan pada“pelanggaran™Peraturan_atalh, syarat-syarat yang
berhubungan dengan Ketetapan, tetapi juga pelanggaran Peraturan Perundang-
undangan.

Philipus M. Hadjon dan H. D. van Wijk / Willem Konijnenbelt, sanksi

Adminitrasi meliputi : >

1

Paksaan Pemerintah (bestuurdwang).

Paksaan Pemerintah sebagal tindakan-tindakan yang nyata (feiteijke handeling)
dari Penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah
Hukum Administras atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya
ditinggalkan oleh para warga Negara karena bertentangan dengan Undang-

undang.

. Penarikan kembali Keputusan (Ketetapan) yang menguntungkan (izin,

pembayaran, subsidi).

%8 bid, HIm. 211-212.
>° |bid, HIm. 212-213.
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Sanks yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu
Keputusan atau Ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan
Ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran
terhadap Peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis
yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran Undang-undang yang berkaitan
dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Dalam keadaan tertentu sanksi
seperti ini tidak terlalu perlu didasarkan pada suatu Peraturan Perundang-
undangan, apabila Keputusan«(Ketetapan), berlaku untuk waktu yang tidak
tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik.kembali (izin, subsidi
berkala), dan tanpa adanya suatu Peraturam Perundang-undangan yang tegas
untuk itu, penarikan kembali tidek dapat diadakan secara berlaku surut.
Pencabutan atau _penarikan yang menguntungkan merupakan suatu Sanksi
Situatif, ‘yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi
terhadap perbuatan yang terceladari segi meral, melainkan dimaksudkan untuk
mengakhiri keadaan-keadaan yang secara Objektit tidak dapat dibenarkan lagi.

3. Pengenaan denda Administratif.
Sanksi pengenaan.. dendas~Administratif “ditujukan .kepada mereka yang
melanggar Peraturan’ Perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar
dikenakan sgiumlah uang tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang bersangkutan, kepada Pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan
sanksi tersebut.

4. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsomn).
Sanks pengenaan uang paksa oleh Pemerintah ditujukan untuk menambah
hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas

dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

2.4.3.3. Sanksi Lainnya

Sanks terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang
kebal terhadap Hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuni Sanksi Perdata dan
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Administratif seperti tersebut di atas, juga dapat dijatuhi Sanksi Etika dan Sanks
Pidana.®

Sanks Etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh
Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanks tertinggi dari Majelis Kehormatan
Notaris ini berupa pemberhentian scara tidak hormat atau secara hormat dari
keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris.®*

Sanks Pidana terhadap Notaris harus,dilihat dalam rangka menjalankan
tugas Jabatan Notaris, artinya'dalam pembuatan atau prosedur pembuatan Akta
harus berdasarkan kepada.aturan,Hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal
ini UUJN. Jika'semua tata cara pembuatan Akta sudah ditempuh suatu hal yang
tidak mungkin secara sengagja ‘Notaris melakukan suatu tindak /#idana yang
berkaitan dengan Akta tersebut. Suatu tindakan bunuh diri, jika seorang Notaris
secara sengaa bersama-sama atau membantusPenghadap secara sadar membuat
Akta untuk“melakukan suatu tindak Pidana. Pengertian sengaja (dolus) yang
dilakukan Notaris, merupakan suatu tindakan yang. disadari, atau direncanakan
dan diinyafi segal@akibat bersama-sama.dengan-para Penghadap. Sanksi Pidana
terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan Pidana.Umum, yaitu Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). UUJIN=tidak mengatur mengenai tindak Pidana
K husus untuk Notaris.®?

Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap
Notaris, berkaitan dengan kumulasi sanks terhadap Notaris. Dalam kaidah
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hukum Administrasi sering tidak hanya
memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan
secara kumulasi, adakalanya suatu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
tidak hanya mengancam pelanggarnya dengan Sanksi Pidana, tapi pada saat yang
sama mengancamnya dengan Sanksi Administrasi.®®

% | bid, HIm. 220.
1 |bid, HIm. 220.
% |bid, HIm. 221.
 Ibid, HIm. 221.
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Sasaran dari Sanksi Administratif dan Sanksi Perdata, yaitu perbuatan
yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Sedangkan sasaran dari Sanksi Pidana,
yaitu orang yang melakukan tindakan Hukum tersebut.

2.5. lkatan NotarisIndonesia

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUJN, Notaris berhimpun dalam satu
wadah Organisasi Notaris..Dan berdasarkan Pasal»83 ayat (1) UUJN, Organisasi
Notaris menetapkandan menegakkan Kode Etik Notaris.

Sebelum zaman Reformasi, profesi‘Notaris di.lndonesia mempunyai suatu
wadah untuk berhimpun yaitu | katan.Notarisdndonesta (INI). Ini wajar dan benar
bila hanya,satu wadah karena Organisasi‘ ini bukan Organisasi Politik maupun
Organisasi, ‘massa sebagaimana diatur ,dalam ‘Undang-undang Nomor 8 Tahun
1985. INI“merupakan Organisasi yang bertujuan, meningkatkan kualitas ke-
profesional-an yang berlatar-belakang dalam bidang intelektual keilmuan untuk
mencapal kesamaan visisdan misi. Negara-negara yang menganut sistem Notaris
Latin hanya ada satu. Organisasi“Notaris. dan*hanya mempunyai satu Kode Etik
Notaris, sebab bila |lebih dari-satu, akan menimbulkan permasalahan antara lain di
dadam Organisas profes itu sendifi,/ membingungkan masyarakat dan
menimbulkan ketidakpastian Hukum. INI secara resmi didirikan sgak tanggal 1
Juli 1908 dan berkedudukan di Jakarta diakui sebaga Badan Hukum
(rechtspersoon) berdasarkan Gouverments Besluit (Keputusan Pemerintah)
tertanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan dipertegas dengan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03.AH.01.07
Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perkumpulan lkatan Notaris Indonesia hasil Konggres X1X Ikatan Notaris
Indonesia di Jakarta tanggal 27- 28 Januari 2006.%

Tidak bisa dipungkiri, bahwa selain INI masih terdapat beberapa
organisas Notaris lain, yang suka atau tidak suka, hingga saat ini ada, yaitu antara
lain adalah Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia
(ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI). Sebaga sebuah

® A. A. Andi Prgjitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Sapa Notaris Di Indonesia?,
(Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), HIm. 87.
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organisas profesi Jabatan yang berbentuk perkumpulan, HNI telah terdaftar di
Departemen Dalam Negeri, seperti juga halnya dengan INI.*° Namun Putusan
Mahkamah Konsitusi

Awal 2005, HNI dan PERNORI mengajukan Pengujian UUJN terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah
Konsititusi. Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitus
Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, telah dinyatakan bahwa
permohonan Pengujian ini_ditolaksSalah satural asannya adalah :

“Bahwa ditetapkannya' satu 'wadah Organisas profesi Jabatan Notrais
sebagaimana diatur: dalam Pasal' 82 Ayat<(1) UUJN, merupakan prinsip yang
bersifat universal, karena keharusan adanya satu wadah Organisasi,profesi Jabatan
Notaris tidak hanya terdapat. di Indonesia saja hal serupa juga terdapat di Negara
lain, kususnya Negara-négara yang terkabung/dan menganut:sistem Hukum Civil
Law (EropaKontinental) yangrdikemal sebagai«NotarisLatin (Civil Law Rotary)
yang juga.hanya mengenal satu wadah Organisasi bagi para Notaris. Hal tersebut
sesual keterangan Presiden/Union Internacional Del NotariadosLatino (UINL)
salam Suratnya tanggal 4 (September 2002 yang menyatakan, bahwa di Negara
yang mempunyal satu sistemHukum dan mempunyai system Pemerintahan pusat
di mana hanyarada l«(Satu) Departemen Kehakimanw(Department of Justice),
harus ada 1 (satu){Organisas profes Notaris di masingsmasing Negara yang
bersangkutan.” %

Permohonan dari*HNI danPERNORI, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
dikarenakan hanya diakui 1 wadah organisasi Notaris sgja. Maka sebaiknya tidak
ada organisasi-organisasi Notaris lain selain INI.

Tujuan dibentuknya wadah tunggal Organisasi Notaris sebagai Pejabat
Umum, antara lain untuk : ¢
1. Menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat.

2. Menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris selaku
anggota Organisasi.
3. Melakukan sosidisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Notaris dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya.

® http://kuliah-notariat.bl ogspot.com/2009/03/posisi-notaris-ditengah-kontroversi .html

® Hadi Setia Tunggal, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris Dilengkapi
Putusan Mahkamah Konstitus dan AD, ART dan Kode Etik Notaris, (Jakarta : Harvarindo, 2006)
Him. 228.

® 1bid, Him. 228,
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4. Melakukan pengawasan terhadap Ketentuan yang mengarur standar pelayanan
jasaNotaris.

5. Menciptakan satu Kode Etik yang harus dihormati oleh semua Notaris dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya, serta untuk menjaga martabat dan
kehormatan Jabatan Notaris.

6. Terciptanya satu Organisas yang mengawali kepatutan serta ketaatan pada
Kode Etik.

7. Memberi sanksi kepadaNotaris yang melakukan,pelanggaran Kode Etik.

Perjalanan, penataan, pengawasan maupun pembinaan terhadap profes

Notaris yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam_hal ini Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indenesia telah‘menunjuk INI sebagai satu-satunya

wadah perkumpulan profesi_Notaris yang diberi_kepercayaan dan/kewenangan

untuk membuat Kode Etik™ serta’diberi kewenangan menyelenggarakan Ujian

K ode Etik Profesi Notaris.?®

Perkumpulan INI ‘merupakan wadah paguyuban, untuk mengontrol
perilaku Notaris” menjadi~anggota NI, ‘baik®dalam, menjalankan Jabatannya
maupun perilakuperibadi, yang-berpedoman padarEtika dan Estetika yang diatur
dengan Anggaran Dasar, Anggaran/Rumah Tangga.dan Kode Etik Notaris yang

dilaksanakan oleh Dewan K ehofmatantyangdipilih oleh anggota INI.

26. KasusPoss

Pada tangga 27 Januari 1988, Tjahyadi Susanto membeli sebidang tanah
di Surabaya dari seorang petani dengan Akta lkatan Jual Beli Nomor 144.
Beberapa tahun kemudian, Tjahyadi Susanto meninggal dunia, dan mewariskan
tanah tersebut kepada ke tiga anak-anaknya, yaitu Lintje Tangkudung, Ronny
Tjahyadi, dan Jimmy Tjahyadi. Ada seseorang yang bernama Boenarto
Tedjoisworo, pemilik dari Fran’s Bakery, yang berniat untuk membeli 10 bidang
tanah tersebut dari keluarga Lintje Tangkudung senilai Rp. 350.000.000.,- (Tiga
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Mereka berniat membuat Akta Jual Beli ke

* A.A.Andi Prgjitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?, Him.
88.
* Ibid, HIm. 88.
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Notaris Justisa Soetandio, S.H. Pada kedatangan yang pertama, mereka hanya
menyatakan niat mereka untuk membuat Akta Jual Beli.

Pada tanggal 19 Juni 1997, terjadilah penandatanganan Akta lkatan Jual
Beli Nomor 64 antara Boenarto Tedjoisworo sebagai pihak Pembeli, dengan Linje
Tangkudung beserta keluarga sebagal pihak Penjual. Pada saat Akta tersebut
dibuat dan ditandatangani, Lintje Tangkudung (Penjual) tidak hadir di hadapan
Notaris dan ia juga tidak menadatangani Akta Jual Beli itu di hadapan Notaris,
melainkan Minuta Aktastersebut dibawa, keluar oleh saudara Boenarto
Tedjoisworo dan_kemudian saat kembali ke ruangan Notaris, dalam Minuta
tersebut telah terdapat tanda tangan Lintje Takudung.

Sebenarnya, siapa yang menandatangani_Minuta Akta tersebut pun tidak
diketahui 'secara pasti‘ oleh _Notaris Justisia’ Soetandio, *S.H. Notaris pun tidak
menanyakan hal tersebut kepada Boenarto Tedjoisworo. 1a hanya menanyakan
perihal apakah pembayaran terhadap: 10 bidang \tanah tersebut telah lunas.
Boenarto Tedjoisworo menyatakan bahwa pembayaran tanah tersebut telah lunas.

Dengan adanya Akta lkatan Jual Beli Nomor. 64 yang dibuat oleh Notaris
Justisia Soetandio; S:H., Boenarto Tedjoisworomenjual_10'bidang tanah tersebut
yang telah dibeli dari” LintjerTangkudung kepada, PT. Griya Mapan Sentosa
Belakangan, di saat PT. Griya Mapan=Sentosa akan membangun bangunan di
tanah tersebut, Lintje Takudung beserta keluarganya melarang hal tersebut.

Lintje Tangkudung beserta keluarganya merasa, jangankan menerima uang
pembayaran 10 bidang tanah tersebut dari Boenarto Tedjoisworo, mereka bahkan
membantah telah menjual tanah tersebut kepada Boenarto Tedjoisworo. Karena
telah merasa dirugikan, PT. Griya Mapan Sentosa melaporkan Boenarto
Tedjoisworo kepada yang berwajib dengan tuduhan memberikan keterangan palsu
dalam Akta Otentik. Akhirnya Boenarto Tedjoisworo menjadi tersangka

Justisia Soetandio, S.H. sebagai Notaris yang membuat Akta Jua Beli
tersebut dipanggil sebagai saksi. Awalnya di muka persidangan, saat ia menjadi
saks dari Pihak terdakwa yakni Boenarto Tedjoisworo, ia menerangkan di bawah
sumpah bahwa pembuatan Akta tersebut telah sesua dengan Peraturan Hukum
yang berlaku. la juga menjelaskan bahwa Akta tersebut telah ditandatangani oleh
para Pihak baik Penjual dan Pembeli, serta dihadiri oleh saksi-saksi.
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Terkait dengan kasus tersebut, Notaris Justisia Seotandio, S.H. ditangkap
dan ditahan di dalam ruang tahanan Serse POLDA Jawa Timur. Notaris Justisia
Soetandio, SH. diduga telah melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 264 Ayat
(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ia diduga memalsukan isi dari
Akta Notaris yang dibuatnya (Akta Ikatan Jual Beli Nomor 64).

Saat dimintai keterangannya oleh Pihak Serse POLDA Jawa Timur,
Notaris Justisia Soetandio, S.H. tetap menyatakan bahwa pembuatan Akta Nomor
64 telah sesuai dengan Peraturan’Hukum yang ada. Bahkan saat berada dalam
ruang tahanan Serse POLDA Jawa Timur, Notaris Justisia Soetandio, S.H. sempat
mengirim Surat yang menerangkan: bahwada meminta perlindungan Hukum
kepada Pengurus lkatan Notaris ‘Indonesia, padahal 1a merupakan anggota
Himpunan: Notaris Indonesia. Berkat bantuan dari “lkatan Notaris Indonesia,
penahanannya kemudian ditangguhkan oleh Serse POLDA Jawa Timur.

Saat penahanannya ditangguhkan, tiba-tiba. Notaris*Justisa Soetandio,
S.H. kembali muncul sebagal saksi yang digukan oleh Pihak Jaksa Penuntut
Umum di muka persidangan untuk kasus dengan terdakwaBoenarto Tedjoisworo.
la memberikan kesaksian yangrberbeda.dari kesaksiannyayang pertama di ruang
sidang. Pada kesaksiannya.yang ke dua, ia bersaksi.di_ bawah sumpah bahwa saat
Akta Nomor 64 dibuat dan ditandatangani, Lintje Tangkudung sebagai Pihak
Penjual tidak hadir dan tidak tanda tangan di hadapannya. Melainkan Minuta Akta
tersebut dibawa keluar oleh Boenarto Tedjoisworo dan saat kembali ke ruangan
Notaris, dalam Minuta tersebut telah ada tanda tangan Lintje Tangkudung. Notaris
Justisia Soetandio, S.H. tidak mengetahui secara pasti, siapa yang menandatangani
Aktatersebut.

Kesaksian kedua yang diberikan oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H. di
muka Pengadilan menjadi salah satu bukti yang memberatkan Boenarto
Tedjoisworo. Salah satu bunyi Amar Putusan yang dijatuhkan kepada Boenarto
Tedhoisworo adalah :

“Terbukti secara bersama-sama memberikan Keterangan Palsu dalam
suatu Akta Otentik. Akta Ikatan Jual Beli Nomor 64 tertanggal 19 Juni 1997 dari
Notaris Justisia Soetandio, S.H., dan dengan senggja menggunakan Akta Otentik
tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, yang jika
pemakaian Akta Otentik tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan
secara berlanjut.”
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Karenatelah merasa dirugikan, Boenarto Tedjoisworo melaporkan Notaris
Justisia Soetandio, S.H. kepada Mgjelis Pengawas Wilayah Notaris Privins Jawa
Timur padatanggal 5 April 2005.

Pada tanggal 12 Me 2005, Mgelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa
Timur telah mengambil keputusan, yang amarnya berbunyi :

“Menyatakan Notaris Justisia Soetandio, S.H. terbukti bersalah melakukan
pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860 No0.3 yang berlaku pada saat
pelanggaran dilakukan, jo. UUJN berikut peraturan pelaksanaannya, serta Kode
Etik Notaris, dan untuk itusMgjelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provins Jawa
Timur menjatuhkan sanksl : mengusulkan kepada Majelis,Pemeriksa Pusat untuk
memberikan sanksi pemberhentian ‘dengan, tidak hormat pada Notaris Justisia
Soetandio, SH.”

Atas Putusan tersebut;"Notaris Justisia.Soetandio, S.H. merasa keberatan
dan mengajukan banding skepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta,
melalui suratnya tanggal 8 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding
tertanggal '9.Juli_2005 yang tercatat dal am register Nomor 58/08/2005, tanggal 18

Agustus 2005.

2.7. Analisa YuridissMengenaiPembuatan.-Akta Notaris Yang Memuat
Keterangan Palsu’ (StudiKasus' Putusan Tanggl 20 Desember 2005
Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)

2.7.1. Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Keterangan Palsu

Daam pembuatan suatu Akta Notaris, Pihak yang berkepentingan dan
yang membutuhkan jasa pembuatan Akta tersebut secara langsung hadir di
hadapan Notaris untuk meminta dibuatkan suatu akta yang dibutuhkannya.
Sebelum pembuatan Akta dilakukan, Notaris mendengarkan terlebih dahulu
mengenal semua keterangan-keterangan dari Pihak yang akan membuat Akta agar
dalam penuangan ke dalam akta Notaris tidak terdapat kekeliruan atas identitas
maupun mengenai isi Akta apa yang diperlukan olehnya bersertaisinya.

Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas Akta Notaris
juga merupakan dasar legalitas eksistens Akta Notaris, dengan syarat-syarat
berikut :
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1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang
Pejabat Umum.

2. Aktaitu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Pgjabat Umum oleh — atau di hadapan siapa Aktaitu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Pada poin nomor 2 di atas, jelas bahwa Akta harus dibuat dalam bentuk

yang ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti ditentukan pada Pasal 1 ayat (7)

UUJN, Akta Notaris adal ah-/Akta.Otentik yang,dibuat di hadapan Notaris menurut

bentuk dan tata carayang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan bentuk. dan isindari suatu Akta Notaris terdapat dalam Pasal 38

ayat (2), (3), dan(4) UUJN, yaitu;

Kepaa atau Awal Akta memuat :

1. judul Akte;

2. nomor Akta;

3. pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun;

4. namalengkap dan'tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;

Badan Akta memuat:

1. nama lengkap, tempat dantanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, tempat tinggal para penghadap/atau orang yang mereka wakili;

2. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;

3. nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan
tempat tinggal dari tiap-tiap saks pengenal; dan serta

4. memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang
diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan-keterangan
dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang
bersangkutan.

Penutup atau Akhir akta memuat :

1. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf | atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;

2. uraian tentang penandatangan dan tempat penandatangan atau penerjemah
Aktabilaada;
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3. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari setiap saksi Akta; dan

4. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta
atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, coretan
atau penggantian.

Ketentuan mengenai bentuk Akta Notaris di atas harus dipenuhi oleh
semua Notaris atas pembuatan Akta apapun yang menjadi kewenangannya.

Kewajiban adalah .sesuaiu yang harus' dilaksanakan. Ada kewajiban-
kewgjiban yang harus ditaati ‘oleh Notaris, di mana jika kewajiban-kewgjiban
tersebut dilanggar; ‘maka. Notaris dapat’ dikenakan sanksi atas pelanggaran
tersebut. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJIN, Kewgjiban Notaris yaitu:
Membacakan Akta dithadapan Penghadap dengan_dihadiri “oleh paling sedikit 2
(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga ol eh'penghadap, saksi, dan
Notaris.

De “Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan™ seseorang harus
mempunyai sifat individual {(individueel “karakter). ‘dalam bentuk huruf yang
ditulisnya, sehinggania membuat“konklusi. sebagairberikut:"Setiap tanda tangan
yang ditulis dengan tangannya sendiri- memenuhi. Syarat-syarat tentang bentuk
suatu penandatanganan yang sah.’

Notaris sebagai Pgjabat Umum dituntut tanggung jawab terhadap Akta
yang dibuatnya. Apabila Akta yang dibuatnya ternyata mengandung sengketa
maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah Akta ini merupakan kesalahan Notaris
atau kesalahan para Pihak (misalnya memberikan keterangan yang tidak benar),
atau adanya kesepakatan yang dibuat Notaris dengan salah satu Pihak Penghadap.
Apabila Akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris,
baik karena kelalaian maupun karena kesenggaan Notaris itu sendiri, maka
Notaris harus bertanggung jawab baik secara moral maupun secara Hukum.

Barang sigpa yang menyatakan bahwa suatu Akta Otentik adalah palsu,
maka orang tersebut harus dapat membuktikan pernyataannya tentang kepalsuan
Aktatersebut.

" Tan Thong Kie, Sudi Notariat : Serba-Serbi Praktek Notaris, HIm. 475-476.

Universitas Indonesia
Pembuatan akta..., Stephanie Maria Hasan, FHUI, 2012



55

Daam kasus ini, salah satu Penghadap, yaitu Lintje Tangkudung
(Penjual), tidak hadir pada saat penandatanganan Akta. Akan tetapi Minuta Akta
tersebut dapat dibawa keluar oleh saudara Boenarto Tedjoisworo dan kemudian
saat kembali ke ruangan Notaris, dadlam Minuta tersebut telah terdapat tanda
tangan Lintje Tangkudung. Siapa yang menandatangani Minuta Akta tersebut pun
tidak diketahui secara pasti oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H. Notaris pun tidak
menanyakan hal tersebut kepada Boenarto Tedjoisworo. la hanya menanyakan
perihal apakah pembayaran terhadap 10 bidang, tanah tersebut telah lunas.
Boenarto Tedjoiswaoro menyatakan bahwa pembayaran tanah tersebut telah lunas.

Bisa terlihat jelasbahwa Notaris Justisia Soetandio, S.H. telah melakukan
pelanggaran, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal_ 16 ayat (1) huruf | UUJN, di
mana Notaris wajib membacakan Akta di‘hadapan Penghadap dengan dihadiri 2
(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga ol eh'penghadap, saksi, dan
Notaris. Karena Notaris JustisiasSoetandio, S:H. tidak membacakan di hadapan
para Penghadap, dikarenakan salah satu Penghadap, Lintje Tiangkudung (Penjual),
tidak hadir. Notaris Justisia’Seetandio, S.H. pun'tidak mempertanyakan kebenaran
tentang tanda tangan. LintjexTangkudung. tersebut; padaha »Lintje Tangkudung
tidak hadir pada saat itu, tetapi terdapat tanda tangannya di Akta tersebut. Jelas
jika bukan Lintje Tangkudung-sendiri*yang /menandatangani Akta tersebut, maka
Aktatersebut akan menjadi tidak sah.

Apabila memperhatikan isi Kepala Akta dan Akhir Akta, maka ternyata
bahwa semua syarat dari PIN (S.1860 No.3) untuk terbentuknya suatu Akta
Otentik tercantum di dalamnya, yaitu : ™*

Pasal 22 PIN : (a) dibuat dengan dihadiri oleh 2 saksi; (b) para saks harus
dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris;
Pasal 24 PIN : para Penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris;
Pasal 25 PIN : (@) nama, nama kecil serta tempat kedudukan Notaris; (b) nama,
nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para Penghadap; dan (c) tempat, hari,
tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Akta;

" |bid, HIm. 495.
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Pasal 28 PIN : (a) pembacaan Akta oleh Notaris; (b) segera setelah pembacaan
ditandatangani oleh semua Penghadap; dan (c) penandatangan oleh saksi-saksi
dan Notaris.

Bila diamati dari UUJN, ketentuan mengenai bentuk Akta seperti yang
diuraikan di atas, jugaterdapat pada Pasal 38 UUJN.

Apabila semua syarat seperti di atas dipenuhi dan benar-benar dilakukan
oleh Notaris, maka Aktanya adalah Akta Otentik. Apabila ada suatu ha ditulis
oleh Notaris dalam Akta, tetapi tidak dilakukannya(umpamanya pembacaan Akta
atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, penandatangan di rumah),
maka Notaris berbohong, dan demi »Hukum membuat Akta palsu (valse akte)
dengan huktman sebagaimana teftulis dalam Wndang-Undang.

Dengan Notaris Justisia ‘Soetandio, S.H._tidak  mempertanyakan tentang
tanda tangan Lintje Tangkudung' tersebut, maka keterangan yang: seharusnya
ditulis pada Akhir Akta jika Renghadap adasyang tidak dapat menandatangani
Akta, tidak dituliskan keadaan yang sebenarnya oleh Notaris Justisia Soetandio,
SH.

Maka dal amypembuatanAkta Netaris tersebut, telah'ditemui pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan™oleh Notaris  Justisia Soetandio, S.H. Karena
pel angaran-pel angaran tersebut; maka Aktamenjadi tidak berharga.

Penempatan Pegjabat Umum sebagai Pihak yang turut serta membantu para
Pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam
Akta Otentik atau menempatkan Pgabat Umum sebagal tergugat yang berkaitan
dengan Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, maka hal tersebut
telah mencederai Akta Otentik dan institusi Pejabat Umum.”

Dalam kasus ini, pada saat di persidangan, Notaris Justisia Soetandio, S.H.
memberikan kesaksian yang tidak konsisten / bolak-balik. Semula di muka
Persidangan, Notaris Justisia Soetandio, S.H. menerangkan bahwa Akta tersebut
ditandatangani oleh para Pihak, baik Penjual dan Pembeli. Akan tetapi saat di lain
Persidangan, Notaris Justisia Soetandio, SH. menerangkan bahwa Lintje
Tangkudung (Penjual) tidak hadir dan tidak tanda tangan di hadapannya,

2 | bid, HIm. 495.
7 http://www.scribd.com/doc/20321341/K eterangan-Pal su-Dalam-Akta-Otentik
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melainkan Minuta Aktanya dibawa keluar oleh Boenarto Tedjoisworo dan

kemudian Minutanya sudah ada tanda tangan. Apakah asli tanda tangan Lintje

Tangkudung atau tidak, Notaris Justisia Soetandio, S.H. pun tidak tahu.

Kesaksian dari Notaris Justisia Soetandio, S.H. tersebut merupakan suatu
kesalahan yang melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Notaris
Justisia Soetandio, S.H. telah bertindak tidak jujur serta tidak membacakan Akta
di hadapan para Penghadap dan tidak ditandatangani di hadapannya selaku
Notaris, bahkan Minuta Aktabisadibawa keluar:

Dalam suatutataran Hukum yang benar mengenal Akta Otentik, jika suatu
Akta Otentik dipermasalahkan oleh para Pihalk; maka .

1. Para Pihak datang kembali ke Pgabat Umum untuk membuat pembatalan atas
tersebut, ‘dan demikian Akta'yang dibatalkan, sudah tidak mengikat lagi para
Pihak ,dan para Pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.

2. Jika para Pihak tidak sepakatyAkta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah
satu Pihak  depat menggugat Pihak lainnya dengan  gugatan untuk
mendegradasikansAkta® Qtentik  menj adi vAkta, di, Bawah Tangan. Setelah
didegradi sasi kany.makarHakim_yang.memeriksa gugatan, dapat memberikan
penafsiran tersendiri atasAkta ‘Otentik yangrsudah didegradasikan, apakah
tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan
penilaian Hakim.

Dalam permasalahan yang dapat terjadi di kemudian hari berhubungan
dengan Akta yang dibuat, maka dalam pembuktiannya juga menggunakan prinsip
Perjanjian. Prinsip-prinsip berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
adalah :

Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Suatu hal tertentu;

Suatu sebab yang halal.

Daam hal dilanggarnya unsur Subjektif yaitu ketentuan pertama dan
kedua dari prinsip Perjanjian di atas adalah maka atas Akta Notaris tersebut dapat
dibatalkan. Apabila hal dilanggarnya unsur Objektif yaitu ketentuan ketiga dan

A 0D P

™ http://www.scribd.com/doc/20321341/K eterangan-Palsu-Dal am-Akta-Otentik
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yang keempat dari prinsip Perjanjian di atas, maka atas akta Notaris tersebut
otomatis akan batal demi Hukum.

2.7.2. Sanks Yang Diberikan Kepada Notaris Yang Memberikan Suatu
Keterangan Palsu

Notaris rentan mendapat gugatan dari para Pihak yang merasa dirugikan
dalam pembuatan suatu AktarKesalahan Notaris dalam mel aksanakan Jabatannya,
disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman dan ‘pengertian mengenai
permasalahan Hukum yang melandas dalam’pembuatan suaiu Akta, bertindak
tidak jujur, lalai'/ tidak hati-hati sertamemihak'salah satu pihak.” Oleh karenaitu,
jika Notaris melakukan suatu_pelanggaran, dapat_dikenakan sanksi¢ baik berupa
sanksi Perdata, sanks Pidana, maupun sanksi Administratif.

Sanksi merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan.agar Norma
Hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat Hukum bagi seseorang
yang melanggar Norma Hukum:

Jika Notarisymelakukan™pelanggaran;»maka atasipelanggaran tersebut
berpedoman dari segi ketentuan sanksi yang terdapat. pada Pasal 84 dan Pasal 85
UUJN dan Pasal 6 Kode Etik“Notarisydimana sanksi-sanksi nya dapat berupa
teguran balk lisan dan tertulis, peringatan, pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Atas
sanksi-sanksi yang akan diberikan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
UUJN, yaitu pelanggaran terhadap kewagjiban Notaris untuk bertindak jujur,
mandiri dan tidak berpihak, diberikan sanksi menurut ketentuan Pasal 85 UUJN,
adalah :

1. Teguran lisan;

2. Teguran tertulis;

3. Pemberhentian sementara;

4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

" Soetrisno, Pertanggungan Jawab Profesi (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata,
(Varia Peradilan Nomor 143, Agustus 1997), Him. 142,
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Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut, khusus untuk
pemberhentian tidak hormat dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang merupakan usulan dari Majelis Pengawas Pusat.
Daam kasus ini, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur,
telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No.W10-19A.MPW.V.2005 tanggal 12
Mei 2005 yang amarnya berbunyi :

“Menyatakan Notaris Justisia Soetandio, S.H. terbukti bersalah melakukan
pelanggaran atas Pasal 28 dan-Pasal 22:,S.1860 No0.3 yang berlaku pada saat
pelanggaran dilakukan,Jo: UUJIN berikut peraturan pelaksanaannya, serta Kode
Etik Notaris, dan untuk 1tu Maelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provins Jawa
Timur menjatuhkan sanksi : mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk
memberikan .sanksi, pemberhentian dengan<tidak _hormat qpada Notaris Justisia
Soetandio, SH.”

Ketentuan'yang terdapat pada amar di atas, kategorinya setara dengan
Pasal 16 dan'Pasal 40 UUJN.

Sanksivyang diberikan pada Notaris Justisia Soetandio, S:H., yaitu karena
Notaris Justisia Soetandio, S.H.< telah' bertindak . tidak “jujur dengan tidak
membacakan Akta di -hadapan para Penghadap dan tidak ditandatangani di
hadapannya sel aku Notaris, bahkanMinuta Akta bisa dibawa kel uar.

Atas Putusan tersebut, Noteris Justigia,Soetandio, S.H. merasa keberatan
dan menggjukan banding kepada Magjelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta,
melalui suratnya tanggal 8 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding
tertanggal 9 Juli 2005 yang tercatat dalam register Nomor 58/08/2005, tanggal 18
Aqgustus 2005.

Penggjuan banding Notaris Justisia Soetandio, S.H. dinyatakan telah
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan
Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut yaitu tanggal 8 Juli 2005.
Oleh karenanya, permohonan banding Notaris Justisia Soetandio, S.H. tidak dapat
diterima. Seharusnya karena Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa
Timur tanggal 12 Me 2005, maka Notaris Justisia Soetandio, S.H. diberi hak
untuk mengaukan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sgak
Putusan diucapkan, yakni 19 Mei 2005. Tapi karena permohonan banding
tertanggal 8 Juli 2005, maka permohonan tersebut telah melampaui batas waktu.
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Maelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan memperhatikan Pasal-pasa
UUJN, khususnya Pasal 67, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 91 angka Jo. Pasal 21,
Pasal 33, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Mgjelis Pengawas Notaris,
memutuskan : “Menyatakan memori banding dari Notaris Justisia Soetandio, SH.
tidak dapat diterima.”.

Berdasarkan Pasal 13:/Kode Etik Ikatan Notaris |ndonesia terhadap seorang
anggota Perkumpulan yang ‘melanggar  UUJN, Notaris yang bersangkutan
dinyatakan bersalah serta.dipidanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
mempunyai’ kekuatan Hukum_tetap,. Pengurus Pusat wajib memecat sementara
sebagal anggota Perkumpulan “disertar wusul kepada ‘Kongres agar anggota
Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

Daam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dijatuhi
hukuman Pidana. Karena pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan
batasan jika:

1. Ada tindakanHukum dari=Notaris. terhadapraspek formalhAkta yang sengaja,
penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa Akta yang dibuat
di hadapan Notaris atau “0leh, Notaris, bersama-sama dengan Penghadap
(sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak Pidana;

2. Ada tindakan Hukum dari Notaris dalam membuat Akta di hadapan atau oleh
Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan

3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang
(untuk menilai tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris).”

Pemberian sanksi Pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang
batasan-batasan di atas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan yang
tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, juga harus memenuhi rumusan
tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Habib Adjie, adapun tindak Pidana yang berkaitan dengan profesi
Notaris dalam pembuatan Akta Otentik adalah sebagai berikut : **

® putri Ayub Rukiah, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan
Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, (Jakarta : PT Softmedia, 2011), HIm. 58.
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Membuat surat palsu / yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu / yang
dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).

2. Melakukan pemalsuan terhadap Akta Otentik (Pasal 264 KUHP).

Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam Akta Otentik (Pasal 266
KUHP).
Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal
263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
Membantu membuat surat palSu / atau yangrdipalsukan dan menggunakan
surat palsu / yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2).Jo. Pasal 263 ayat (1)
dan (2) KUHP atau Pasal 264:atau Pasal 266 KUHP).

Berdasarkan Pasal 12 UUJN, Notaris‘diberhentikan dengan: tidak hormat

dari jabatannya oleh Menteri_atas usul Majélis Pengawas Pusat apabila :

1

Dinyatakan pallit berdasarkan' Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan Hukum tetap;

2. Beradadi-bawah pengampuan secaraterus menerus | ebih'dari 3 (tiga) tahun;

Melakukan perbuatan” yang merendahkanvkehormatan, dan martabat Jabatan
Notaris; atau
Melakukan pelanggaran-berat terhadap kewgjiban. dan 1arangan jabatan.

Dan berdasarkan Pasal“ 13, UWJN,/Notaris diberhentikan dengan tidak

hormat olen Menteri karena dijatuhi Pidana penjara berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan

tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Karena untuk pemberhentian dengan tidak hormat harus menunggu

Putusan Pengadilan, maka sebelumnya Notaris yang melakukan pelanggaran

tersebut, dihukum dengan pemberhentian sementara. Setelah Putusan Pengadilan

keluar, baru bisa dihukum pemberhentian dengan tidak hormat.

77

Putri Ayub Rukiah, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan

Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, HIm. 60.
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BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Penulis pada Bab 2, kesimpulan yang dapat ditarik
dari pembahasan terhadap permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Yang dapat dikategorikan sebagal keterangan palsu dalam kasus ini, adalah
Notaris Justisia“ Soetandio,»S.H. yangtidak_menuliskan keadaan yang
sebenarnya pada Akhir Akta:mengenal adanya Pihak yang tidak hadir pada
saat pembacaan dan penandatangan. Dengan tidak membacakan Akta tersebut
di hadapan para Pihak dan Akta tersebut tidak ditandatangani di hadapan
Notaris, maka Akta tersebut. menjadi tidak otentik. Maka Notaris Justisia
Soetandio, S.H4melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN.

2. Sanks yang diberikan kepada Notaris yang memberikan suatu keterangan
palsu, adalahskarena ‘Netaris Justisa “Soetandio, .SiH: terbukti bersalah
melakukan pelanggaran.atas Pasal 28 dan Pasal. 22 'S.1860 No.3 yang berlaku
pada saat pelanggaran dilakukan, Je=UUUJN berikut peraturan pelaksanaannya,
serta Kode Etik Notaris, dan untuk itu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris
Provinss Jawa Timur menjatuhkan sanksi : mengusulkan kepada Magelis
Pemeriksa Pusat untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak
hormat pada Notaris Justisa Soetandio, S.H. Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860
No.3 itu setara dengan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 40 UUJN. Lalu
berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Notaris Justisia
Soetandio, S.H. dipecat dari Perkumpulan tersebut, karena terbukti bersalah
serta dipidanakan berdasarkan Putusan Pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 13
UUJN, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena
dijatuhi Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dengan ancaman
Pidana penjara 5 (Ilima) tahun atau lebih.
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3.2. Saran

Memperhatikan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang
digjukan pada bagian sebelumnya maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya, dalam melaksanakan Jabatan Notaris, harus terdapat prinsip
kehati-hatian yang dipegang teguh oleh Notaris. Notaris wajib menaati
Peraturan-peraturan yang terkait, terutama pada keterangan-keterangan yang
diberikan oleh NotarissApasyang dilakukansNotaris harus sesuai dengan
Ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku, karena jika Notaris
melanggar, /seperti dalam kasus ini dengan memberikan Keterangan Palsu,
maka hal itutermasuk pelanggaran yang berat.

2. Sebaiknya, untuk.menjadikan Notaris yang idea danprofesional; maka sikap
yang diambil oleh Mgjelis Pengawas Notaris dan organisasi Notaris melalui
Dewan Kehormatan INI harus benar-benar, tegas dalam ‘memberikan sanksi
baik sanksi Perdata, sanksi Administrasi, sanks Etika, maupun sanks Pidana
bagi Notaris yang melakukan pelanggaran agar “benar-benar mengikat dan
dipatuhi yangimelanggar»Fidak perlu.menunggu aduan'dari masyarakat, baru
diproses. Tetapi jika-memang Magelis Pengawas Notaris dan Dewan
Kehormatan INI sudah mensinyalirjikaada Notaris yang tidak sesuai dengan
Undang-undang yang berlaku, maka seharusnya Majelis Pengawas Notaris
dan Dewan Kehormatan INI dapat memberikan penyuluhan pada para Notaris
tersebut. Sehingga diharapkan peran dari Majelis Pengawas Notaris dan
Dewan Kehormatan INI lebih aktif dalam mengawasi dan membina para

Notaris.
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PUTUSAN

Nomor : 01/B/Mj.PPN/2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS,

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan
permohonan banding terhadap p_utusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris
Provinsi Jawa Timur Norr;or W10-019A-MPW.V.2005, tertanggal 12 Mei 2005,
menjétuhkan putusan dalam perkara:

Nama . Justisia Soetandio, SH.

Tempat/tgl lahir  : Jombang, 29 Agustus 1942

Pekerjaan .+ Notaris
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Rajawali Nomor 68 - 70 Surabaya

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Pembanding;
melawan
Nama : Boenarto Tedjoisworo

Tempat/tgl lahir  : Surabaya, 25 Oktober 1947

Pekerjaan : Swasta
Agama : Kristen
Alamat : JL. Raya Gubeng Nomor 64, Surabaya

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;
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Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
Nomor : M.06-MPPN.03.01-Tahun 2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang
Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor : M-

29/BANDING/MPPN/ VII/2005, tanggal 08 Juli 2005;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor kepada Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan suratnya
Nomor : UBG/SC/IV/P/ZOOS,. tanggal 5 April 2005, dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 19 Juni 1997 Sdr. Boenarto Tedjoisworo, yang
bertindak sebagai pembeli dan Sdr. Lintje Tangkudung, Ronny Tjahyadi, dan
Jimmy Tjahyadi sebagai penjual, membuat dan menandatangani .Akta Ikatan
Jual Beli dan Surat Kuasa, masing-masing Akta No. 64 dan No. 65”.

“Bahwa Boenarto Tedjoisworo, dalam kaitannya dengan kedua akta
Notaris tersebut telah menjadi Tersangka dan kemudian menjadi Terdakwa
di Pengadilan Negeri Surabaya dengan persangkaan/dakwaan bahkan telah
diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan amar putusan antara lain
sebagai berikut: secara bersama-sama memberikan keterangan palsu di
dalam suatu akta authentik Akta Tkatan ]uaI Beli No. 64 dan Akta Kuasa
Menjual No. 65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1996 dari Notaris Justisia
Soetandio, SH. dan dengan sengaja menggunakan akta authentik tersebut

seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang jika pemakaian
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akta authentik tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara
berlanjut”.

“Bahwa yang menjadi persoalan sehingga surat ini diajukan adalah
menyangkut perbuatan atau tindakan Notaris Justisia Soetandio, SH. tersebut
dalam kaitannya dengan Akta No. 64 dan No. 65 tersebut yaitu memberikan
keterangan yang tidak konsisten/bolak-balik yang berakibat sangat
merugikan Boenarto Tedjoisworo secara khusus dan merusak citra
kepercayaan masyarakat terhadap para Notaris pada umumnya”.

Semula di muka persidangan, pada saat menjadi saksi atas terdakwa
merugikan Boenarto Tedjoisworo, Notaris Justisia Soetandio, SH.
menerangkan di bawah sumpah bahwa kedua akta tersebut ditandatangani
oleh para pihak, Penjual dan Pembeli, bahkan secara detail menjelaskan
pembuatan kedua akta tersebut. Saat ia menjadi Tersangka di Serse POLDA
JATIM, yang kemudian ditangkap dan ditahan, di dalam sel/ruang tahanan
Serse POLDA JATIM pun tetap menyatakan bahwa pembuatan akta No. 64
dan No. 65 tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Bahkan Notaris tersebut juga berkirim surat kepada Pengurus Ikatan Notaris
Indonesia yang intinya meminta perlindungan hukum.

Bahwa persoalan menjadi sangat tragis adalah saat penahanannya
ditangguhkan oleh Serse POLDA JATIM, tanpa dipanggil oleh Majelis yang
menyidangkan Boenarto Tedjoisworo, secara tiba-tiba Notaris tersebut
muncul dimuka persidangan dan kemudian menjadi saksi yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum. Notaris tersebut menerangkan dimuka
persidangan dan di bawah sumpah pula ia berkata “pada saat akta No. 64
dan No. 65 dibuat dan ditandatangani, penjual, Ny. Lintje Tangkudung tidak
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hadir dan tidak tanda tangan di hadapannya, melainkan minuta aktanya
dibawa keluar oleh Boenarto dan kemudian minutanya sudah ada tanda
tangan. Apakah yang tanda tangan Ny. Lintje Tangkudung atau tidak, saya
tidak tahu. Itulah kesaksian dari Notaris tersebut.

Bahwa atas kesaksian Notaris tersebut, ia telah melakukan kesalahan
yang sangat besar. Terlepas apakah Penjual dan Pembeli dalam akta tersebut
menghadap atau tidak, t‘etapi kesaksiannya yang mengatakan bahwa minuta
akta dibawa keluar dan ditandatangani atau bukan dihadapan Notaris
Justisia Soetandio, SH. adalah sesuatu yang salah dan amat fatal serta
melanggar Pasal 16 jo Pasal 84, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tindakan tersebut sangat merugikan
client saya, Boenarto Tedjoisworo karena hingga saat ini client saya, Boenarto
Tedjoisworo tetap berpendapat bahwa para pihak yaitu Penjual dan Pembeli
secara lengkap hadir dan menandatangani kedua akta tersebut dihadapan
Notaris Justisia Soetandio, SH;

Menimbang, bahwa Terlapor tidak mengajukan jawaban atas laporan
dari Pelapor;

Menimbang, bahwa terhadap laporan/pengaduan tersebut, Majelis
Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, telah mengambil putusan,
yaitu putusan No.W10-19A.MPW.V.2005 tanggal 12 Mei 2005 yang amarnya
berbunyi: MEMUTUSKAN; Menyatakan Terlapor terbukti bersalah
melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 5.1860 No.3 yang berlaku
pada saat pelanggaran dilakukan, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
berikut peraturan pelaksanaannya, serta Kode Etik Notaris, dan untuk itu
Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur menjatuhkan sanksi:
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Mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memberikan sanksi
pemberhentian dengan tidak hormat pada Notaris Justisia Soetandio, SH;
Menimbang, @ bahwa atas putusan tersebut di atas,

Terlapor/Pembanding merasa keberatan dan mengajukan banding kepada

Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta, melalui suratnya tanggal 08 Juli

2005 dan telah menyerahkan memori banding tertanggal 09 Juli 2005 yang

tercatat dalam register hNo. 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005, dengan

alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Boenarto Tedjoisworo (Pelapor/Terbanding) dalam hal ini melalui
Kuasa Hukumnya: Soediman Sidabuke, SH. tidak mempunyai
kapasitas/ kompetensi sebagai pelapor yang dirugikan, sesuai pasal 21
ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-
02.PR.08.10 Tahun 2004, karena pelapor bukan sebagai pemilik obyek
perkara/sengketa, bahwa pelapor adalah terpidana dalam perkaranya
dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Griyo Mapan Sentosa Surabaya. Subyek
perkara adalah: Boenarto Tedjoisworo dengan PT. Griyo Mapan
Sentosa/Widodo Budiarto, sehingga seharusnya pengaduan pelapor itu
ditolak.

2. Bahwa Majelis Pengawas Wilaya}‘1 Notaris Jawa Timur versi Ikatan
Notaris Indonesia (INI) tidak berhak/berwenang untuk mengadili,
mengusulkan pemecatan Pembanding, karena dia bukan anggota Ikatan
Notaris Indonesia. Dia adalah anggota Himpunan Notaris Indonesia
(HNI), sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Bab X Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: Notaris
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berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, tidak disebutkan harus
Ikatan Notaris Indonesia (INI).

. Bahwa dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur
Nomor W10-019A.MPW.V.2004, tertanggal 12 Mei 2005, halaman 2 point
5 ditulis bahwa Boenarto Tedjoisworo mélalui Kuasa Hukumnya
menuduh Justisia Soetandio, SH. telah melanggar Pasal 16 jo Pasal 84 dan
85 Undang—undané Nomor 30 tahun 2004. Bagaimana mungkin?
Sedangkan perbuatan yang dituduhkan kepada Justisia katanya
dilakukan oleh Justisia pada bulan Juni tahun 1997?

. Bahwa Penasehat Hukum Boenarto Tedjoisworo/ Pelapor'/ Terbanding
menuduh Pembanding melanggar Pasal 16 jo Pasal 84 dan Pasal 85
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tetapi anehnya Majelis Pengawas
Notaris Jawa Timur memutuskan bahwa Justisia telah terbukti melakukan
pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S. 1860 No. 3 yang berlaku saat
pelanggaran dilakukan. Adalah sangat janggal pasal yang dituduhkan
berbeda dengan pasal-pasal keputusan Majelis, dari dan oleh karena itu
kami menolak keras dan sangat-sangat keberatan sebab Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Jawa Timur telah melampaui batas kewenangan dan
tidak sesuai dengan apa yang telah diadukan (salah mengetrapkan
hukum).

. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur berpendapat
Justisia telah melanggar Pasal 28 dan Pasal 22 S. 1860 No. 3, maka
sebenarnya Majelis tersebut tidak berwenang memeriksa/mengadili.

Yang berwenang adalah Hakim Pengawas Notaris dan Pengacara.
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6. TIDAK ADANYA NETRALITAS DAN SIKAP IMPARSIAL DARI
MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS JAWA TIMUR DALAM
USULAN PEMECATAN TERHADAP JUSTISIA.

7. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur cenderung
memihak kepada Boenarto Tedjoisworo/Pelapor/Terbanding, hal ini
tercermin dari beberapa kenyataan sebagai berikut:

a. Majelis langs{mg percaya keterangan kuasa hukum Boenarto
Tedjoisworo seolah-olah Boenarto Tedjoisworo tidak bisa hadir karena
sakit sehingga cukup melalui pernyataan tertulis saja, padahal
ketidakhadirannya bertalian dengan usahanya menghindar dari
perintah penahanan pengadilan. Di samping itu Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Jawa Timur tidak memberikan kesempatan membela
diri kepada Pembanding. Hal ini terbukti dengan tidak dipanggilnya
Pembanding dengan patut (hal ini diakui sendiri oleh Majelis bahwa
pada panggilan pertama Justisia sakit gigi, panggilan kedua secara
resmi belum pernah diterima hingga saat ini). Panggilan pertama dia
hadir, namun karena dibiarkan terlalu lama menunggu, dan karena
tidak tertahan sakitnya, memberitahukan bahwa hari itu sakit, supaya
dipanggil/ diperiksa lain hari, Panggilan resmi belum diterima namun
toh melalui penasehat hukumnya sudah berkirim surat, yang
memberitahukan supaya dipanggil lain hari setelah sidang perkaranya
selesai diperiksa. Ada indikasi adanya usaha/kesengajaan untuk tidak
menghadirkan Pembanding pada hal usulan pemecatan itu
menyangkut nasib dan masa depan hidupnya, It does not make sense,

dipanggil hanya satu kali, saja, untuk hal yang sangat fundamental
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yang menyangkut masa depan mata pencaharian yang melibatkan
banyak orang lain (keluarga).

- Ketua itu Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur yaitu
Saudara Ng Nyoman Gede Yudara, SH. selain memeriksa
Pembanding juga bertindak sebagai saksi yang meringankan (saksi
ahli) yang diajukan oleh Terdakwa Boenarto Tedjoisworo
(Pelapor/ Terba;lding} dalam kasus yang ada hubungannya dengan
kasus yang ditangani Majelis Pengawas Wilayah.

Perlu dicatat, pengacaranya pun sama antara kasus pidana Boenarto
Tedjoisworo dengan kasus laporan pada Majelis Pengawas Wilayah,
dus jelas ada konflik interes. Dan sangat diragukan obyektivitas
usulan pemecatan yang diketuai oleh Saudara Ng Nyoman Gede
Yudara, SH.

. Ironisnya lagi, keputusan usulan pemecatan dari Majelis Pengawas
Wilayah belum Pembanding terima, ternyata sudah tersebar dan
dimuat di media masa. Hal ini jelas bertujuan untuk merusak nama
baik Pembanding, maupun berusaha menciptakan opini untuk
mempengaruhi perkara perdata antara Boenarto Tedjoisworo dengan
Pembanding. Seyogyanya usulan Majelis Pengawas Wilayah masih
bersifat internal dan tidak dipublikasikan. Perlu diketahui putusan
Majelis Pengawas Wilayah tanggal 12 Mei 2005, dimuat di media
masa tanggal 25 Mei 2005, tindasannya baru diterima oleh
Pembanding tanggal 7 Juli 2005!

Kami curiga bahwa Majelis Pengawas Wilayah sengaja, supaya Majelis
Pengawas Pusat sudah menjatuhkan sanksi sebagaimana
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diusulkannya, dan tanpa Pembanding tahu/sadar, dan akhirnya
terlambat mengajukan banding.

. Saudara Ng Nyoman Gede Yudara, SH. ada konflik pribadi dengan
Pembanding bahwa pada waktu dia masih menjadi Notaris di Gresik,
ada ketentuan bahwa notaris untuk bisa ditempatkan di kota-kota
besar: Jakarta, %mdmg Surabaya, Semarang dan Medan harus
ditempatkan di ciaerah terlebih dahulu selama lima tahun, kemudian
untuk bisa pindah ke kota-kota besar tersebut, Notaris yang
bersangkutan harus tertib mengikuti semua kegiatan Notaris secara
berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali pertemuan triwulanan, dan
mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Daerah (Propinsi).
Pembanding telah menjabat sebagai Notaris di Gresik selama 8
(delapan) tahun dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1992, dia aktif
dalam segala kegiatan yang diadakan oleh Pengda Jawa Timur dia
sebagai Sekretaris kelompok/Cabang Gresik yang mencakup
Lamongan, Babat, Tuban dan Bojonegoro, tidak pernah absent. Tetapi
untuk kepindahannya dari Gresik ke Surabaya, rekomendasinya
dipersulit, kemudian Menteri Kehakiman dengan sangat bijaksana
memberikan surat Keputusan yang mengabulkan permohonan
kepindahannya dari Gresik ke Surabaya.

Atas Keputusan Menteri tersebut Saudara Ng Nyoman Gede Yudara,
SH. sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur sangat tidak senang,
dan telah beberapa kali mengusulkan pencabutan Surat Keputusan

(SK) Notaris Justisia tersebut.
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(5) Dalam hal terlapor setetah dipanggil secara sah dan patut yang kedua
kali, namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan
putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

(6) Dalam hal pelapor setetah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir,
maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelap().r tetap
tidak hadir, Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak
dapat diajukan iagi.

Maka jelas bahwa berdasarkan peraturan ini Majelis Pengawas Wilayah

Notaris Jawa Timur seharusnya menolak permohonan Sudiman Sidabuke,

SH., Pelapor wajib hadir sendiri, bukan diwakilkan kepada Sudiman

Sidabuke, SH. Karena persidangallh ini harus dihadiri oleh pelapor dan

terlapor secara pribadi/persoonlijk dan langsung. Yaitu Boenarto

Tedjoisworo/Pelapor/ Terbanding dan Justisia sebagai

Terlapor/Pembanding.

. bahwa Pembanding tidak bermaksud dan tidak pernah merugikan

masyarakat bahkan siapa pun, juga termasuk Boenarto Tedjoisworo,

karena dalam pembuatan akta Ikatan Jual Beli dan kuasa tertanggal 19

Juni 1997 Nomor 64 dan 65 yang dipermasalahkan itu, sudah sesuai

dengan permintaan dan order dari pihak-pihak dalam hal ini Linjte, Cs

dan Boenarto Tedjoisworo. Apabila dikemudian hari timbul masalah akar
masalahnya dibuat oleh Boenarto Tedjoisworo, sehingga dia tidak berhak
menuntut siapa pun juga termasuk Notaris Justisia.

Bahkan dia tidak berhak mengajukan permohonan kepada Majelis

Pengawas Notaris untuk mencelakai Justisia lebih lanjut, karena dia

sudah terlalu banyak merugikan Justisia karena ylah dan perbuatannya.
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Bahwa dari uraian kami dan pengakuan Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Jawa Timur sendiri (bahwa Majelis tahu kalau Justisia sakit) Tuduhan Majelis
Pengawas Wilayah bahwa Justisia melecehkan Majelis tidak terbukti.

Bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris selama dua
puluh tahun lebih Justisia tidak pernah ditegur, maupun dikenakan ‘sanksi
apapun, juga tidak pernah terlibat dalam kasus yang merugikan masyarakat
luas. Sehingga usulanhpemecatan sangat tidak adil dan bersifat otoriter, dan
terlalu dipaksakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diraikan di atas kami dengan ini,
dengan rendah hati mohon kiranya Majelis Pengawas Pusat Notaris
berkenan MENOLAK usulan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur
dan merehabilitasi nama baik Notaris Justisia/ Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding/Pelapor, Sudiman
Sidabuke, SH., CN., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 24 November
2005 di persidangan memberikan tanggapan lisan atas memori banding
Pembanding/Terlapor, yang intinya adalah menolak semua dalil-dalil yang
dikemukakan Pembanding/Terlapor karena materinya out of confect dan
lebih bersifat “menyerang” kepada ketua Majelis Pemeriksa. Oleh karena itu
Terbanding/Pelapor menyatakan bahwa putusan Majelis Pemeriksa Wilayah
sudah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor yang didampingi oleh
kuasa hukumnya, Edward Suharto Joyo Santoso, SH., MH., berdasarkan
Surat Kuasa, tanggal 8 Juli 2005 di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:
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Saya sangat keberatan sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat ini
dilakukan tanpa kehadiran Pelapor/Terbanding, karena sejak sidang
pemeriksaan di Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Timur
Terbanding/Pelapor tidak pernah hadir hanya selalu diwakili oleh kuasa
hukumnya pada hal menurut peraturan Menteri Terbanding/ Pelapor‘ harus
hadir;

Menimbang, ‘ bahwa untuk menguatkan keterangan
Terbanding/Pelapor, Terbanding/Pelapor telah memberikan tanggapan lisan
yang menyatakan bahwa mengapa Pembanding/Terlapor selalu
mempermasalahkan ketidakhadiran Terbanding/Pelapor. Lembaga kuasa
merupakan ketentuan hukum yang masih berlaku sehingga kehadiran kuasa
hukum untuk mewakili Terbanding/Pelapor dalam pemeriksaan adalah sah
menurut hukum, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan
Terbanding/Pelapor hadir sendiri;

Menimbang, = bahwa  baik  Pelapor/Terbanding  maupun
Terlapor/Pembanding menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya,
Terlapor/Pembanding mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli No. 64 tanggal 19 Juni 1997, antara

Ny. Lintje Tangkudung, Ronny Tjahjadi, dan Jimmy Tjahjadi, selaku ahli

waris Tjahjadi Susanto dengan Boenarto Tedjoisworo;

yang diberi tanda P.1
2. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa No. 65 tanggal 19 Juni 1997 Ny. Lintje

Tangkudung, Ronny Tjahjadi, dan Jimmy Tjahjadi sebagai Pihak
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Pertama/Pemberi Kuasa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagai Pihak

Kedua/Penerima Kuasa; yang diberi tanda P.2
. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Lintje Tangkudung; ---——-----
yang diberi tanda P.3

. Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi’ Jawa

Timur Nomor : W.10-019A-MPW.V 2005 tanggal 12 Mei 2005; -==mm-=ms-nzsnn-

yang diberi tanda P.4
. Fotokopi sesuai asli surat dari Justisia Soetandio, SH. kepada Ketua
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur tentang

pengiriman surat panggilan; yang diberi tanda P.5

. PFotokopi sesuai asli surat dari Kantor Hukum Pieter Talaway &
Associates kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur,
tanggal 12 Mei 2005, perihal pemberitahuan atas surat panggilan No.

W.10.14. MPW.V.2005 tertanggal 6 Mei 2005 yang ditujukan kepada

Notaris Justisia Soetandio, SH.; yang diberi tanda P.6
. Fotokopi sesuai asli berita surat kabar Radar Surabaya yang berjudul

“Izin Notaris Justisia Terancam Dicabut”, tanggal 25 Juni 2005; ~=~-m-e-mmmv

yang diberi tanda P.7

. Fotokopi sesuai asli kartu anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI)

No. Ang : 013290842000005, atas nama Justisia S., SH.;

yang diberi tanda P.8
. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan, tanggal 7 Juli 2005, yang dibuat
oleh Umamah, umur 21 tahun, alamat Dusun Baran Kediri, pekerjaan

karyawan kantor Notaris, yang menyatakan telah menerima surat
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keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Wilayah Jawa Timur;

yang diberi tanda P.9

10. Fotokopi surat Justisia Soetandio, SH. kepada Ketua Majelis Pengawas

Pusat Notaris Indonesia, tanggal 08 Juli 2005; - yang diberi tanda P.10

11. Fotokopi sesuai asli Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun
2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis

Pengawas Notaris; yang diberi tanda P.11

12. Fotokopi Putusan Daftar No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY tanggal 3

Nopember 2004; yang diberi tanda P.12;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan keterangannya,

Pelapor/ Terbanding mengajukan alat bukti surat berupa:

1.

Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli antara petani kepada Tjahyadi
Susanto tanggal 27 Januari 1988 No. 144; --—--—-—-— yang diberi tanda T-1
Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli No. 64 dan Surat Kuasa No. 65

tanggal 19 Juni 1977; yang diberi tanda T-2

Fotokopi sesuai asli Putusan No. 336/Pdt.G/1999/PN.SBY;

yang diberi tanda T-3

Fotokopi sesuai asli Putusan No. 575/PDT/2000/PT.SBY;

yang diberi tanda T-4

Fotokopi sesuai asli Putusan No. 2812 K/PDT/2005;

yang diberi tanda T-5

Pembuatan akta..., Stephanie Maria Hasan, FHUI, 2012

15



6. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Sita Jaminan  No.

336/Pdt.G/1999/PN.Sby; yang diberi tanda T-6

7. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No.

20/Eks/2005/PN. Surabaya; yang diberi tanda T-7

8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Raffles; ——

yang diberi tanda T-8
9. Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli antara Ahli Waris Tjahyadi Susanto

menjual kepada Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi;

yang diberi tanda T-9
10. Fotokopi sesuai asli kliping koran Memorandum tanggal 1 Desember

2005; yang diberi tanda T-10

11. Fotokopi sesuai asli kliping koran Surya tanggal 1 Desember 2005; ~---rnn--

yang diberi tanda T-11

12. Fotokopi sesuai asli kliping koran Jawa Pos tanggal 1 Desember 2005; ~——-

yang diberi tanda T-12
13. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 1 Desember 2005; -

yang diberi tanda T-13

14. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 7 Desember 2005; ~———-

yang diberi tanda T-14

15. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 8 Desember 2005; ~---

yang diberi tanda T-15

16. Fotokopi sesuai asli kliping koran Memorandum tanggal 8 Desember

2005; yang diberi tanda T-16

17. Fotokopi sesuai asli kliping koran Memorandum tanggal 1 Desember

2005; yang diberi tanda T-17
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18. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 9 Desember 2005; -------—

yang diberi tanda T-18

19. Fotokopi sesuai asli kliping koran Surya tanggal 10 Desember 2005; ---—----

yang diberi tanda T-19

20. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 12 Desember 2005; --------

yang diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara
sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Terlapor
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor mendalilkan dalam
memori bandingnya bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur
versi lkatan Notaris Indonesia tidak berwenang mengadili
Pembanding/Terbanding karena Pembanding/Terbanding bukan anggota
Ikatan Notaris Indonesia akan tetapi anggota Himpunan Notaris Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Terlapor ini
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Pengawasan

atas Notaris dilakukan oleh Menteri” yang dalam hal ini adalah
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam ayat (2) nya disebutkan “Dalam melaksanakan
pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas”;

- bahwa Menteri telah membentuk Majelis Pengawas berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian‘Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, tanggal 07 Desember

2004;

- bahwa Menteri dalam membentuk Majelis Pengawas tharis yang

terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan

Majelis Pengawas Daerah tidak membeda-bedakan. Artinya, Majelis

Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri termasuk Majelis

Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur berwenang melakukan

pengawasan kepada seluruh Notaris tanpa membeda-bedakan Notaris

tersebut dari segi keanggotaan organisasi profesi Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Pengawas Notaris (termasuk Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur
dan Majelis Pengawas Pusat Notaris) berwenang memeriksa dan memutus
laporan dari Terbanding/Pelapor dan banding dari Pembanding/Terlapor.
Dengan demikian, keberatan dari Pembanding/Terlapor mengenai hal ini,
karena tidak cukup beralasan, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor dalam  memori
bandingnya juga mengajukan keberatan atas laporan yang diajukan oleh

Terbanding/Pelapor dengan alasan bahwa Terbanding/Pelapor tidak
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mempunyai kapasitas/kompetensi sebagai pelapor yang dirugikan sesuai
dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun
2004 tersebut;
Menimbang, bahwa mengenai kebertan ini Majelis Pemeriksa Pusat
Notaris mempertimbangkan sebagai berikut:
- bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Majelis
Pengawas Wilayah berwenal‘;g menyelenggarakan sidang untuk
memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat,
termasuk Terbanding/Pelapor Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli
yang aktanya dibuat oleh Pembanding/ Terlapor;
- bahwa yang dimaksud dengan pihak yang merasa dirugikan dalam
Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004
tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan langsung atau
tidak langsung dengan adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau
pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- bahwa Pembanding/Terlapor dalam melaksanakan jabatannya
sebagai Notaris, telah membuat Akta Jual Beli dan Surat Kuasa tanggal
19 Juni 1997 dengan Akta Nomor 64 dan Nomor 65. Dalam Akta
tersebut, Lintje Tangkudung, Ronny Tjahyadi, dan Jimmy Tjahyadi
sebagai penjual, dan Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli;
- bahwa Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli, mempunyai
hubungan langsung dengan Pembanding/Terlapor dalam kaitan
dengan pembuatan akta jual beli, dan karena Boenarto Tedjoisworo
merasa dirugikan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yo Pasal 21

ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.O2PR.0810 Tahun 2004

tersebut, Terlapor/Pembanding dapat melaporkan kepada Majelis

Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas; maka
Terbanding/Pelapor sebagai pihak yang merasa dirugikan mempunyai
kapasitas/kompetensi untuk melaporkan masalahnya kepada Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur sésuai dengan mekanisme yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberatan
Pembanding/ Terlapor mengenai hal ini, karena tidak cukup beralasan, juga
harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor di persidangan secara lisan
mengajukan keberatan tentang ketidakhadiran Terbanding/Pelapor secara
pribadi (hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya) sejak pemeriksaan dilakukan
oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk keberatan ini, Majelis Pengawas Pusat
Notaris mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa lembaga pemberian kuasa dalam sistem hukum Indonesia

masih tetap diakui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik

di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, termasuk dalam

sidang-sidang pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas

Notaris;

- bahwa lembaga pemberian kuasa dengan surat kuasa menjadi alas

hak hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa

untuk suatu urusan yang bersifat umum atau yang bersifat khusus;
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- bahwa lembaga pemberian kuasa yang bersifat khusus yang

diberikan oleh Terbanding/Pelapor kepada kuasa hukumnya

Sudiman Sidabuke, SH., CN., M.Hum., adalah sesuai dan berdasarkan

Pasal 1795 KUH Perdata;

- bahwa Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun *2004

tersebut, tidak melarang pemberian kuasa kepada para pihak yang

bersengketa dan tidak pula mewajibkan Terbanding/Pelapor hadir
sendiri dalam pemeriksaan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis
Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat, keberatan Pembanding/Terlapor
tentang ketidakhadiran Terbanding/Pelapor (hanya dihadiri oleh kuasa
hukumnya), tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor juga dalam memori
bandingnya | mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyangkut
keopetensi Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa
Pembanding/Terlapor. Menurut Pembanding/Terlapor, Majelis Pengawas
Notaris tidak berwenang memeriksa Pembanding/Terlapor. Yang
berwenang adalah Hakim Pengadilan Negeri, karena pembuatan Akta
Nomor 64 dan Nomor 65 terjadi pada tanggal 17 Juni 1997, yang pada saat itu
berlaku Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad 1860 Nomor 3;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Terlapor mengenai hal ini
akan dipertimbangkan seperti di bawah ini:

- bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10

Tahun 2004 tersebut yo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
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2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa “Pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”;

- bahwa pengawasan atas Notaris sebelum Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tersebut diundangkan, dilaksanakan oleh Pengadilan
Negeri, maka bt;rdasarkan Pasal 91 angka 4 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tersebut, pengawasan atas Notaris yang dilakukan oleh
Pengadilan Negeri telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan
diganti dengan Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris;

- bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa “Notaris yang telah diangkat
pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai
Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

- bahwa Notaris Justisia Soetandio, SH. telah diangkat sebagai Notaris
pada saat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris diundangkan tanggal 06 Oktober 2004, sehingga bagi Notaris
Justisia Soetandio, SH. berlaku juga Undang-Undang tersebut. Oleh
karena baginya berlaku Undang-Undang tersebut, maka pengawasan
yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut yakni yang dilakukan
oleh Majelis Pengawas Notaris berlaku juga terhadap Notaris Justisia

Soetandio, SH.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,
keberatan Pembanding/ Terlapor mengenai kompetensi/kewenangan Majelis
Pengawas Notaris untuk memeriksa Pembanding/Terlapor tidak cukup
beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Terlapor
mengenai kompetensi/kewenangan Majelis Pengawas Notaris dinyatakan
ditolak, maka dengan demikian berarti Majelis Pengawas Notaris yang dalam
hal ini Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berwenang memeriksa dan memutus
laporan yang diajukan oleh Terbanding/Pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan
mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh
Pembanding/Terlapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor :
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri
Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan “Upaya hukum
banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender terhitung sejak putusan diucapkan”. Selanjutnya dalam ayat (3) nya
disebutkan “Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat
putusan diucapkan, maka pelapor dan terlapor dapat menyatakan banding
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak
putusan diterima”;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur
telah menjatuhkan putusan Nomor : W10-19A.MPW.V.2005, tanggal 12 Mei

2005 (bukti P-4) kepada Pembanding/Terlapor dan pada saat putusan
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diucapkan, baik Terbanding/Pelapor maupun Pembanding/Terlapor hadir
di persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor mengajukan banding atas
putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tersebut kepada
Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta dengan surat tanggal 08 Juli.2005
dan telah menyerahkan memori banding tanggal 09 Juli 2005 yang dicatat
dalam register No. 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis
Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tanggal 12 Mei 2005, maka
Pembanding/Terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding
dalam jangjka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak
putusan diucapkan yakni paling lambat tanggal 19 Mei 2005;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Terlapor mengajukan
banding telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut
yaitu tanggal 08 Juli 2005, oleh karenanya, permohonan banding dari
Pembanding/ Terlapor dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 91
angka 4 yo Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi Tata kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
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MEMUTUSKAN
Menyatakan memori banding dari Pembanding/Terlapor Justisia

Soetandio, SH tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  Majelis
Pemeriksa Pusat Notaris pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, );ang
terdiri atas DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH., MH. sebagai Ketua, Drs.
Soegeng Santoso, SH., MH. dan Akhiar Salmi, SH., MH., masing-masing
sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2005 oleh Majelis Pemeriksa
tersebut, dibantu oleh Drs. Suparno, SH., MH., sebagai Sekretaris Majelis dan
Ria Wijayanti, SH., MM., sebagai Sekretaris Pengganti, yang dihadiri oleh

Pembanding/Terlapor dan Kuasanya serta dihadiri pula oleh Kuasa

Terbanding/ Pelapor.
Ketua
Ttd.
DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH., MH.
Anggota Anggota
ttd. ttd.
Drs. Soegeng Santoso, SH., MH. Akhiar Salmi, SH., MH.
Sekretaris Sidang Sekretaris Pengganti
ttd. ttd.
Drs. Suparno, SH., MH. Ria Wijayanti, SH., MM.
Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya,
tanggal
Sekretaris Majelis

Drs. Suparno, SH., MH.
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